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MOTTO 
     
                          
            
 Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” 
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ABSTRAK 
Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang 
perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan 
sebagai syarat utama dalam poligami. Sebagian ulama memaknai keadilan 
poligami hanya dalam aspek materi saja (kuantitatif), namun ada juga yang 
memaknai keadilan poligami mencakup keadilan materi dan immateri (kuantitatif 
dan kualitatif).    
 Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Ibnu 
Hazm tentang konsep keadilan dalam poligami dan bagaimana istinbath hukum 
Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam poligami.  
  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 
sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Adapun analisis 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode 
content analysis (analisis isi). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan 
Ibnu Hazm dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat 
mengutamakan keadilan yaitu tidak adanya pembedaan antara isteri yang satu 
dengan isteri yang lainnya. Ibnu Hazm menggunakan dasar hukum surat an-Nisa’ 
ayat 3, 34,129 dan al-Baqarah ayat 139 serta hadits yang diriwayat dari Ahmad 
bin Suaib, beliau memandang al-Sunnah sebagai hujjah yang ketetapannya 
diambil dari al-Qur’an dan memandang kedudukan al-Qur’an dan al-Sunnah 
sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syari’at Islam adalah satu, 
karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi 
zhahir-nya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah 
Allah dan rasul-Nya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya 
menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan 
pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu 
adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. Keadilan poligami 
menurut Ibnu Hazm adalah adil dalam bidang materi saja (kuatitatif), bukan 
termasuk dalam bidang immaterial (kualitatif). Penulis setuju dengan pendapat 
Ibnu Hazm, akan tetapi menurut penulis, akan lebih ideal lagi jika konsep 
keadilannya seperti yang tercantum dalam al-Qur’an, yaitu keadilan yang hakiki, 
di mana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, yaitu bebas dari 
diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-benarnya 
keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang 
berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Menurut penulis syarat 
keadilan yang dimaksud dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan 
yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan secara cermat, surat 
an-Nisa’ ayat 129 justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai 
keadilan yang bersifat kualitatif.  
Kata Kunci: Adil, Poligami, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Islam, ketentuan umum perkawinan diatur 
dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa Islam sangat menganjurkan manusia melaksanakan 
pernikahan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan 
fitrah manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan 
jenisnya. Secara umum ketentuan tersebut sangat 
komprehensif baik mengenai hal yang diperintahkan 
maupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Salah satu 
persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam tema 
pokok perkawinan yang terdapat dalam al-Qur’an adalah 
adanya pembolehan terhadap poligami, yang mempunyai 
arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya 
dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga 
yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan 
empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.
1
 
Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-
Nisa ayat 1-3: 
                                                          
1
 Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 
Abduh, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 84 
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                    
                      
                           
                           
                        
                        
                     
 
Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada 
Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari 
seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah 
kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta 
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan 
yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka 
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bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-
tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa 
yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil (hak-hak) terhadap perempuan yang 
yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: 
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa’: 1-3).2 
 
Secara pemahaman kita tentang ayat di atas, ayat ini 
diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan 
kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk 
melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku 
adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang 
dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah 
dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara 
lahiriah maupun bathiniah. 
Di dalam fiqh munakahat dengan varian madzhab 
hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang 
berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, 
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termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai 
isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang 
terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian 
diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di 
Indonesia. 
Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa 
literatur fiqh klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang 
poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. 
Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi 
kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap 
anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri 
dan isterinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat 
penting dalam hukum Islam.
3
 
Menurut sejarah, poligami pada zaman syari'at Nabi 
Musa, dibolehkan menikahi perempuan tanpa batas demi 
kemaslahatan laki-laki. Kemudian pada zaman syari'at Nabi 
Isa. a.s, perempuan tidak boleh dinikahi kecuali satu demi 
kemaslahatan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad 
s.a.w. kedua kemaslahatan tersebut dipelihara, sebagaimana 
disebutkan oleh al-Qur'an dan praktek Nabi Muhammad 
s.a.w sendiri. 
Adapun hikmah di balik itu adalah bahwa pada masa 
Nabi Musa a.s kemaslahatan laki-laki didahulukan karena 
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rezim Fir'aun telah membunuh anak lelaki mereka dan 
membiarkan hidup anak perempuan. Pantaslah apabila pada 
masa Nabi Musa a.s. kemaslahatan laki-laki dimenangkan 
karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada 
masa Isa a.s. dimenangkan kemaslahatan perempuan karena 
Isa a.s diciptakan tanpa ayah, maka pantaslah apabila 
syari'at memenangkan kemaslahatan perempuan. Tidak 
sedikit orang keliru memahami praktek poligami Nabi 
Muhammad s.a.w., termasuk kaum muslim sendiri. Ada 
anggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi s.a.w., jika 
demikian mengapa beliau tidak melakukan poligami sejak 
awal berumah tangga. Bukankah dalam masyarakat Arab 
jahiliyah ketika itu poligami merupakan tradisi yang sudah 
berurat berakar. Dalam prakteknya, Nabi s.a.w., lebih lama 
bermonogami daripada berpoligami. Nabi s.a.w., 
bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara 
berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Nabi saw., ternyata 
memilih monogami di tengah-tengah masyarakat yang 
memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya 
segelintir umat islam yang pro poligami justru 
mempraktekkan poligami di tengah-tengah masyarakat 
yang mayoritas mempraktekkan monogami.
4
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Deskripsi di atas menunjukkan sisi keadilan syari'at 
Islam, yaitu syari'at yang mensinergikan gagasan-gagasan 
kemaslahatan umum dalam satu wadah Islam. Islam 
mengoreksi syari'at-syari'at pra Islam yang tidak membawa 
kemaslahatan. Ungkapan di atas sebagai upaya rasionalisasi 
syari'at Islam terhadap poligami. 
Abdullah Yusuf Ali, membuat komentar pendek dan 
singkat tentang Q.S an-Nisa’ ayat 3 sebagai berikut: 
“Jumlah isteri tidak terbatas pada masa Jahiliyah sekarang 
secara ketat dibatasi maksimum empat, diberikan jika kamu 
dapat memperlakukan mereka dengan keadilan yang 
sempurna, baik dalam masalah materi (dhahir) maupun 
immateri (batin). Karena syarat ini adalah yang paling sulit 
dipenuhi.
5
 
At-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa’id bin 
Jubair, Qatadah, As-Suddi dan lainnya, “Ada suatu 
kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap 
harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat lalim 
terhadap isteri-isteri mereka. Kemudian ada yang 
mengatakan kepada mereka, “Sebagaimana kalian takut 
bilamana tidak dapat berbuat adil  pada anak-anak yatim, 
begitu juga kalian harus takut berbuat lalim terhadap isteri-
isteri kalian”. Termasuk persoalan yang harus dihindari 
karena termasuk tindakan lalim, yaitu persoalan yang 
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berkenaan dengan perasaaan yang memang tidak ada 
batasan khusus untuk bisa disebut adil diantara para isteri. 
Maka dari itu, kita harus menjauhkan diri dari poligami 
yang bisa mengakibatkan kesewenang-wenangan atau tidak 
adil. Keharusan meninggalkan poligami yang seperti ini 
terdapat pada keterangan yang diriwayatkan oleh al-Qurtubi 
dari al-Dhahak dan lainnya dalam memberikan penafsiran 
firman Allah, “Kemudian, jika kamu takut tidak akan 
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang wanita saja.” 
Redaksi tidak akan berlaku adil maksudnya dalam hal 
condong, kecintaan, senggama, pergaulan, dan pembagian 
waktu di antara para isteri. Maka dilarang melakukan 
poligami yang bisa mengakibatkan rasa ketidakadilan di 
dalam pembagian waktu dan menggauli isteri dengan baik.
6
 
Di Tunisia melalui Undang-Undang Keluarga Tahun 
1957, cenderung ingin menghapuskan praktik poligami. 
Dengan menakwilkan ayat 128 surat an-Nisa’, “Para 
reformis Tunisia berpendapat bahwa sesuatu perkawinan 
poligami adalah tidak dibenarkan jika sekiranya berlaku 
ketidak adilan di dalam perkawinan tersebut. Mereka 
berhujjah bahwa keadilan yang disebut dalam al-Quran an-
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Nisa’ ayat 129 membawa maksud semua aspek kehidupan 
dari segi material maupun emosi.”7 
Menurut Fazlur Rahman, tidak mungkin seorang 
suami dapat berbuat adil terhadap isteri-isterinya meski ia 
sangat meninginkannya sebagaimana tercantum dalam ayat 
tersebut. Baginya, secara jelas al-Qur'an menyatakan 
mustahil mencintai lebih dari seorang wanita dalam cara 
yang sama. Memang al-Qur'an membenarkan poligami, 
tetapi itu merupakan untuk menerima sementara struktur 
sosial Arab tentang kebiasaan hidup berpoligami, tetapi 
pada hakikatnya, idea moral al-Qur'an adalah monogami.
8
 
Pendapat ini mengacu pada firman Allah dalam QS. an-
Nisa’ ayat 129. 
Bahkan Amina Wadud Muhsin berkesimpulan bahwa 
monogami bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh al-
Qur’an. Dengan monogami, tujuan perkawinan untuk 
membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram 
dapat terpenuhi. Sementara itu, dalam poligami hal itu tidak 
mungkin tercapai, karena seorang suami atau ayah akan 
membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. 
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Sementara dalam membagi cinta, laki-laki sulit sekali 
(untuk tidak mengatakan mustahil) bisa berlaku adil.
9
 
Pandangan yang sama tentang sulitnya berbuat adil 
dalam poligami juga dilontarkan sebagian feminis muslim 
seperti Musdah Mulia. Lebih jauh menurutnya poligami 
dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya 
(harâm li ghayrih) karena al-Qur’an bertolak dari 
pengandaian syarat keadilan terhadap para isteri yang tidak 
mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan QS. an-Nisâ` ayat 
129.
10
 Hal ini dikritik M. Quraish Shihab
11
 karena 
mengabaikan pemahaman yang utuh terhadap ayat tersebut. 
Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, terdapat 
pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam 
poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam 
masalah imateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. 
Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi s.a.w. yakni 
ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil 
kepada para isteri beliau. Ya Allah, inilah kemampuanku, 
dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang 
tidak aku mampui..
12
 
                                                          
9
 Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan (Bias Laki-Laki dalam Penafsiran),  
Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 329-330 
10
 Saifuddin, Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan 
Tafsir Tarjumân al-Mustafîd karya „Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish 
Shihab, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 
November 2009.   
11
 Ibid., 
12
 Dr. Abu Yasid, Fiqh Realitas: Respon Ma‟had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam 
Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 353   
10 
 
Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering 
menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli 
hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna 
keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks 
poligami. 
Bagaimana sebenarnya Islam sendiri yang secara 
legal formal membolehkan adanya poligami. Sebenarnya 
perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap makna 
yang terkandung dalam teks nash tersebut. Dalam hal ini 
perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap 
makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya 
dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai 
pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dengan ayat 
yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan 
atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. 
Memang, membaca sepintas teks-teks ayat tersebut 
mengesankan adanya ketimpangan (ketidakadilan) terhadap 
perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang 
membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang 
parsial dan melupakan konteks dan latarbelakang 
sosiologisnya. 
Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam 
poligami ini menarik untuk dikaji. Hal tersebut dikarenakan 
semua pendapat yang telah dikemukakan dan akhirnya 
menjadi hukum diantaranya berasal dari dalil-dalil al-
11 
 
Qur’an yang diterjemahkan dengan metodenya masing-
masing. Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla fi Syarh al-
Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar menyatakan : 
 مضفي ٌأ زوجي لاو ـ ينايهنا ةًسق يف كنذ رثكأو ،ضرف تاجوسنا ٍيب لدعناو
ةييذ ىهع ةًهسيلاو ،ةجوستي ةيأ ىهع ةرح ينايهنا ةًسق يف. 
 هيهع صخي ىهف ٍي ةًهسيلاو ،ةجوستي ةيأ ٍي ،ةجوستي ةرح ولاسناو ةلاصنا
ةييذ,  ،تاجوسنا ٍي ةدحاو ىهع رصتقي ٌأ لدعي لا ٌأ فاخ ٍي مجوسعريأو
.هنيًي ثكهي اي ىهعرصتقي ٌأوأ 
Artinya: “Adil diantara isteri-isteri hukumnya wajib, lebih-
lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh 
adanya pengunggulan (harus sama) diantara para 
isteri (merdeka, budak, muslim, dzimmi) yang telah 
dinikahinya. 
Rasulullah s.a.w. tidak memberi pengkhususan 
kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari 
dzimmiyah. Dan Allah s.w.t. memerintahkan ketika 
seorang suami merasa tidak mampu berbuat adil 
maka hendaknya mengurangi jumlah isterinya 
menjadi satu saja. 
 
Dari pernyataan di atas penulis merasa tertarik untuk 
menggali secara lebih dalam pemikiran Ibnu Hazm karena 
beliau adalah termasuk seorang ahli fiqh yang selama ini 
12 
 
banyak memberikan kontribusi bagi dunia keilmuwan 
Islam. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa 
pokok rumusan masalah yang akan penulis kemukakan 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Ibnu 
Hazm? 
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm 
Tentang Adil Dalam Poligami? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk Mengetahui Konsep Adil Dalam Poligami 
Menurut Ibnu Hazm. 
2. Untuk Mengetahui Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm 
tentang Adil Dalam Poligami. 
D. Telaah Pustaka 
Dalam penulisan skripsi perlu adanya telaah pustaka, 
dengan membaca karya-kaya ilmiah lain, supaya tidak 
terjadi adanya duplikasi dengan skripsi penulis. 
Diantaranya hasil penelitian ilmiah yang bertema poligami 
adalah Keharaman Poligami di masa sekarang (Study 
Analisis Pemikiran Musdah Mulia), Oleh Zulaecha 
nursalasah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 
13 
 
menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya 
adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih 
menyakitkan perasaan istei. Berdasarkan keterangan 
tersebut, penulis setuju dengan pendapat Mulia yang 
menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Menurut 
peneliti bahwa kenyataan suami yang berpoligami diawali 
dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya 
suami memojokkan dan menjelek-jelekkan istrinya dengan 
harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. 
Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta 
merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjung-
nyanjung isterinya. Sangat jarang seorang suami untuk 
mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji 
keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya.
13
 
Faidhur Rohmah dengan judul “Analisis Pendapat 
Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena 
Cacat”. skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu 
Hazm dan pendapatnya tentang nikah tidak boleh difasakh 
karena cacat, kecuali adanya persyaratan sebelum akad 
nikah, dalam masalah ini suami hanya boleh melakukan 
dengan cara menjatuhkan talak jika ingin berpisah dengan 
isterinya, sedangkan isteri melalui jalan khulu‟.14 
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Nindita Qomaria Hapsari dengan judul “Analisis 
Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita Yang 
Sedang dalam Pinangan Orang Lain”. Dari hasil penelitian 
ini menunjukkan Ibnu Hazm memperbolehkan meminang 
wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, menurut 
penulis pendapat ini tetap relevan untuk dipertahankan, 
dilihat dari sudut pandang normatif maupun sosial 
masyarakat sebab hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah 
dan demi menjaga hal-hal yang bersifat dhoruri terutama 
masalah agama.
15
 
Muhammad Anshori dengan judul “Analisis 
Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Hadhānah Bagi Ibu 
Yang Menikah Lagi”. Dari hasil penelitian ini Ibnu Hazm 
berpendapat bahwa hak hadhanah bagi ibu yang menikah 
lagi tidak gugur haknya. Dengan alasan tidak ada 
perbedaan antara perhatian dan kasih sayang dari pihak ibu 
atau ayah tiri, dalam masalah hadhānah. Karena yang utama 
ialah perhatian dalam soal agama dan dunia 
(kehidupannya). Seorang ibu berhak memberikan hak asuh 
terhadap anak yang masih kecil baik laki-laki atau 
perempuan. Memberikan hak asuh tadi sampai dewasa. 
Kalau anak tersebut perempuan sampai mulai keluar haid 
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pertama, kalau anak laki-laki tidur mimpi keluar mani 
(balig).
16
 
Study pemikiran Ali Asghar Engineer tentang 
poligami relevansinya dengan kesetaraan gender, Oleh : 
Ninik Lailiyah, Engineer berpendapat bahwa keadilan 
adalah sebagai tujuan utama, bukannya poligami yang lebih 
cenderung mengistimewakan kaum laki-laki, sebagaimana 
yang terjadi pada masyarakat patriarkhi. Poligami demi 
kesenangan semata tidak dibenarkan. Karena perbuatan itu 
menghalangi prinsip yang lebih pokok, yaitu keadilan 
sebagai pilar utama mewujudkan Islam yang rahamatan lil 
„alamin.17 
Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis 
Pemikiran M. Quraish Shihab) oleh Attan Navaron. Dari 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan 
yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai 
dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. 
Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut 
keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran 
yang progresif  karena selama ini kebanyakan para pelaku 
poligami hanya menitik beratkan keadilan mereka kepada 
istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan 
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yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam 
memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab 
oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan 
poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim, 
keadilan poligami menurut M. Qurasish Shihab adalah adil 
dalam bidang bidang materi saja, bukan termasuk dalam 
bidang immaterial (kasih sayang).
18
 
Beberapa karya ilmiah di atas merupakan karya 
ilmiah yang membahas tema poligami dan penikahan 
secara umum dari berbagai perspektif. Penulis merasa 
belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Keadilan 
dalam Poligami menurut Ibnu Hazm dan menganalisisnya 
secara mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu 
melengkapi (mungkin lebih tepatnya memberikan 
kontribusi kecil) terhadap pembahasan tema poligami yang 
telah ada. 
E. Metodologi Penelitian 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian   
Penulisan penelitian ini didasarkan pada  library 
research (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan 
pustaka sebagai sumber data utama.
19
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2. Sumber Data 
Karena penelitian ini merupakan studi terhadap 
pemikiran seorang tokoh, maka data-data yang 
dipergunakan lebih merupakan data pustaka. 
Adapun data yang dipergunakan adalah : 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari objek 
yang diteliti.
20
  Sumber data primer yang 
dimaksud adalah kitab karya Ibnu Hazm, “al-
Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-
Atsar”. 
b. Data Skunder 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia 
sehingga peneliti tinggal mencari dan 
mengumpulkan untuk digunakan sebagai 
pendukung data primer. Pada umumnya, data 
sekunder ini sebagai penunjang data primer. 
Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang 
berkaitan dengan pokok penelitian.  
3. Metode Pengumpulan Data  
Penelitian ini dalam pengumpulan datanya 
menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan 
klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan 
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dengan pembahasan adil dalam poligami, baik dari 
sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, 
majalah, website dan lain-lain. 
4. Metode Analisis Data 
Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun 
dan menganalisis data yang terkumpul maka penulis 
memakai metode Deskriptif Analitik
21
. Kerja dari 
metode deskriptif analitik adalah dengan cara 
menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data 
tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.
22
 Metode 
deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan 
pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan 
kerangka metodologis pemikiran Ibnu Hazm. Selain itu 
metode ini juga akan penulis gunakan ketika 
menggambarkan dan menganalisis pemikiran Ibnu Hazm 
tentang konsep adil dalam poligami. 
Untuk mempertajam analisis, metode content 
analysis (analisis isi) juga penulis gunakan. Content 
                                                          
21
 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 
gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan 
gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan 
memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar 
memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996, hlm. 47-59 
22
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka cipta, 
1992, hlm. 51 
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analysis (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji 
data yang diteliti.
23
 
F. Sistematika Penulisan 
Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang 
dikemukakan secara sistematis, Bab I Berisi Pendahuluan, 
yang didalamnya memuat: Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalahan, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, 
Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Berisi tinjauan umum tentang Adil dalam 
Poligami yang terdiri atas dua pembahasan: Satu, Konsep 
Keadilan Dalam al-Qur’an, yang meliputi: Pengertian 
Keadilan, Keadilan Merupakan Perintah Allah s.w.t.. Dua, 
Poligami, yang meliputi: Pengertian Poligami dan Dasar 
Hukum Poligami, Asbabunnuzul Ayat Poligami, Poligami 
dalam UU di Indonesia, Hikmah Poligami, Pendapat 
Ulama’ tentang Makna Keadilan dalam Poligami. 
Bab III Pemikiran Ibnu Hazm tentang Adil Dalam 
Poligami, yang terdiri atas Biografi Ibnu Hazm, Pendapat 
Ibnu Hazm tentang Konsep Keadilan dalam Poligami. 
Bab IV Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep 
Adil dalam Poligami dan Analisis Metode Istinbath Hukum 
Ibnu Hazm. 
                                                          
23 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 
51 
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Bab V Merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, 
yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup. 
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BAB II 
KEADILAN DALAM POLIGAMI 
 
A. Konsep Keadilan dalam al-Qur’an 
Konsep keadilan dalam perspektif al-Qur‟an dapat 
dilihat pada penggunaan lafadz adil dalam berbagai bentuk 
dan perubahannya. Muhammad Fu‟ad Abdul Baqiy dalam 
kitab al-Mu‟jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur‟an, beliau 
mengemukakan bahwa Lafadz adil dalam al-Quran 
disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat 
dalam 11 surat.
24
 
Lafadz al-„Adlu adalah sebuah konsep yang 
mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-
Baidhawi menyatakan bahwa al-„Adl bermakna al-Inshaf 
wa al-Sawiyyat, artinya: berada di pertengahan dan 
mempersamakan,
25
 Rasyid Ridha, kemudian Sayyid Quthb 
menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat 
kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.
26
 
Kemudian secara etimologis al-„Adl bermakna al-
Istiwa (keadaan lurus) juga bermakna: jujur, adil, seimbang, 
                                                          
24
 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqiy, al-Mu‟jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran, (Mesir: 
Darul Hadits, 1939), hlm. 550-551 
25
 Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi 
Gharib al-Qur‟an, Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961/1381, hlm. 325 
26
 Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur‟an, Jilid V, Bairut: Daar al-Ihya‟ al-Turas al-„Arabi, 
1386/1967, hlm. 118 
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sama, sesuai, sederhana, dan moderat,
27
 bahkan kata „adl 
juga bermakna al-I‟wijaj (keadaan menyimpang) atau 
kembali, dan berpaling.
28
 Selanjutnya terdapat lafadz lain 
yang semakna atau sinonim dengan kata al-„Adl yakni: al-
Qisthu dan al-Mizan. 
Al-Qisth mempunyai banyak arti, yakni: berlaku adil, 
pembagian, memisah-misahkan, membuat jarak yang sama 
antara satu dengan yang lain, hemat, neraca (نازيم), 
angsuran, muqsith artinya orang yang adil.
29
  Lafadz al-
Qisth dalam al-Qur‟an disebutkan 25 kali30 dengan berbagai 
bentuk dan perubahannya yang diartikan dengan “yang 
adil”. Keadilan yang tercakup pada lafaz ini meliputi 
pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perorangan atau 
pembagian, sehingga penggunaan lafadz al-Qisth pada ayat 
3 surah an-Nisa adalah pemenuhan kebutuhan hak 
pemeliharaan anak perempuan yatim oleh walinya dan para 
istri yang dinikahi.
31
 
Sedangkan lafadz al-Mizan dalam al-Qur‟an 
disebutkan 23 kali dengan berbagai bentuknya. Lafaz 
waznun yang berarti timbangan atau menimbang, juga 
bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga 
                                                          
27
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, Surabaya; Pusaka Progresif, 1984,  
hlm. 971-972 
28
 Ibid., 
29
 Ibid., hlm. 1201-1202 
30
 Muhammad Fu‟ad abdul Baqiy, al-Mu‟jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran... hlm. 653-
654 
31
 Muhammad Husain Thabathaba‟I, Tafsir al-Mizan Jilid XVIII,(Theheran: Dar al-Kutub 
al-Islamiyat, 1397), hlm. 332 
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bermakna keseimbangan, juga berarti adil atau keadilan.
32
 
Dengan demikian Lafadz ini bermakna alat yang digunakan 
untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk 
menetapkan keadilan. 
1. Pengertian Keadilan 
Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari 
kata adil yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran 
berasal dari bahasa Arab, yakni: لدع yang bermakna: 
istiqamah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, 
berpaling, dan lain-lain. 
Adil dapat pula diartikan dengan memberikan 
sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, oleh 
Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab mu‟jamnya 
“mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi 
kewajibannya”.33 Dalam kamus bahasa Indonesia 
disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan 1). Tidak 
memihak atau tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada 
kebenaran, 3). Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. 
Secara bahasa adil berarti al-Qisth yang artinya 
keseimbangan antara keberlebihan dan kekurangan. 
Termasuk al-Qisth banyak disebut dalam al-Qur‟an 
berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang 
                                                          
32
 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqiy, al-Mu‟jam al-Mufahras Li Alfaz Alquran... hlm. 840-
841 
33
 Ibrahim Mustafa, ot.al., al-Mu‟jam al-Wasieth, Theheran: al-Maktabah al-Ilmiyah, 
1934, hlm. 593 
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diperintahkan Tuhan maupun sebagai perbuatan dan 
keputusan Tuhan. Dengan demikian al-Qur‟an baik 
secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar 
keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan 
diwilayah publik maupun domestik.
34
 
Adapun salah satu makna adil adalah tengah atau 
pertengahan, yaitu makna etimologinya dalam bahasa 
arab. Dari segi konsep makna keadilan itu jauh lebih 
luas dan rumit dari makna kebahasaannya. Menurut 
Murtadha Muthahhari terdapat empat pengertian pokok 
tentang keadilan, yaitu pertama,  perimbangan atau 
keadaan seimbang (mauzun/balanced), tidak pincang. 
Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang 
kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan 
tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut 
beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian 
itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam 
kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya 
dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan 
kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut 
persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam 
hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan 
kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran 
                                                          
34
 Sri Purwaningsih, Kiai Dan Keadilan Gender, Semarang: Walisongo Pres, 2009, hlm. 
70 
25 
 
dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan 
karena memilika ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai 
dengan fungsi. 
Kedua, keadilan mengandung makna persamaan 
(musawa, egalite) dan tidak adanya diskriminasi dalam 
bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan 
bahwa seseorang telah bertindak adil ialah jika ia 
memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan 
dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika 
jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama 
antara setiap orang tanpa memperhatikan andanya 
perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara 
seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud 
bukanlah keadilan melainkan justru kedzaliman. 
Ketiga, pemberian perhatian kepada hak-hak 
pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak 
(„Itha‟ kulli dzi haqq haqqah). Maka kedzaliman dalam 
kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari 
hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang 
tidak berhak. 
Keempat, keadilan berarti keadilan Tuhan (al-adl 
al-Ilahiy), berupa kemurahannya dalam melimpahkan 
rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan 
kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan 
pertumbuhannya kearah kesempurnaan. 
26 
 
Menurut al-Isfahani, secara potensial keadilan 
menunjukkan prilaku moral pada diri manusia dimana 
dia berusaha mencapai persamaan, sedangkan secara 
aktual keadilan berarti bahwa persamaan tersebut 
tergantung pada kebenaran.
35
 
Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan 
merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi 
ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan 
mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan 
dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau 
penindasan. 
Beberapa ulama‟ tafsir menjelaskan kata adil 
tersebut, di antaranya: al-Maraghi memaknai adil dengan 
“menyampaikan hak kepada pemiliknya secara 
efektif”.36 Oleh al-Raghib al-Asfahani, menyebutkan 
bahwa lafadz tersebut bermakna “memberi pembagian 
yang sama”.37 
M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata 
adil pada awalnya diartikan dengan sama atau 
persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak 
memihak atau berpihak pada yang benar.
38
 Makna ini 
                                                          
35
 Ibid, hlm. 71-72 
36
 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid V, (t.t.: Daar al-Fikr, 1974/1394), 
hlm. 69 
37
 Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi 
Gharib al-Qur‟an... hlm. 325 
38
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu‟I atas Pelbagai Persoalan 
Umat, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 111 
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menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa 
pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua 
atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang 
patut diperolehnya, demikian sebaliknya masing-masing 
pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. 
Al-Qur‟an menggunakan beberapa lafadz yang 
bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang 
berbeda, yakni: lafadz طسق , لدع , dan نازيم yang 
bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku 
adil,
39
 Seperti firman Allah swt., pada surah al-A‟raf 
ayat 29: 
    ........       
Artinya: “Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku 
adil...... (Q.S. al-A‟raf : 29)40 
 
         ......     
Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. memerintahkan 
berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)..... 
(Q.S. an-Nahl : 90)
41
 
  
                       
                                                          
39
 Ibid., hlm. 113 
40
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya... hlm. 153 
41
 Ibid., hlm. 277 
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Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia 
meletakkan neraca (keadilan) agar kamu tidak 
melampaui batas, tentang neraca itu”. (Q.S. ar-
Rahman : 7-8)
42
 
 
Kata adil dalam al-Qur‟an berulang 28 kali 
dengan bermacam-macam bentuk, tidak satupun yang 
dinisbatkan kepada Allah swt. menjadi sifat-Nya, dari 
semua kata adil tersebut, M. Quraish Shihab 
mengemukakan bahwa ada empat makna keadilan yang 
dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: 1). Adil dalam 
arti sama, 2) Adil dalam arti seimbang, 3). Adil dalam 
arti perhatian terhadap hak-hak individu, dan 4). Adil 
yang dinisbatkan kepada ilahi.
43
 
Adil dalam arti sama dapat dilihat pada surah an-Nisa 
ayat 58: 
 .....             .......     
 
Artinya: “… dan apabila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil… (Q.S. an-Nisa : 58).44 
 
Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan 
manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di 
antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan 
                                                          
42
 Ibid., hlm. 531 
43
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu‟I atas Pelbagai Persoalan 
Umat... hlm. 114-116 
44
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya... hlm. 87 
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hukum di antara mereka yang tidak adil, maka 
kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan 
terjadi diskriminasi. 
Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah 
menetapkan hukum dengan adil di antara manusia 
secara kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial 
tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap 
orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan 
mengurus atau memimpin orang lain, seperti suami 
terhadap isterinya dalam pemberian nafaqah terutama 
jika isteri lebih dari satu, orang tua terhadap anak-
anaknya, terutama yang berhubungan dengan hibah.
45
 
Adil dalam arti seimbang atau harmonis dapat 
dilihat pada surah al-Infithar ayat 6 dan 7: 
                   
         
Artinya: “Wahai manusia, apakah yang 
memperdayakan kamu (berbuat durhaka) 
terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah ?. 
Yang telah menciptakan kamu lalu 
menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan 
(susunan tubuhmu) seimbang”. (Q.S. Al-infithar 
: 7)
46
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 Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran... hlm. 
212 
46
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya... hlm. 588 
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Dari ayat ini dapat dipahami bahwa sekiranya 
Allah swt. menjadikan salah satu di antara anggota 
tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar, 
ukuran, posisi, atau syarat yang seharusnya, maka pasti 
terjadi ketidak seimbangan atau jauh keserasian. 
Seorang putri menjadi cantik karena adanya 
keseimbangan, keserasian, dan kesesuaian ciptaan Allah 
swt. pada dirinya, demikian juga seorang putra yang 
dinilai gagah perkasa dan sebagainya adalah karena 
ciptaan Allah swt. terjadi keseimbangan pada dirinya. 
Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak 
individu, Allah swt. menetapkan hukum yang harus 
ditegakkan dalam kehidupan tidak lain adalah untuk 
memberi perlindungan kepada setiap orang atau 
individu yang harus dinikmati dalam kehidupannya 
setiap hari. Demikian pula janji-janji Allah swt. dalam 
Alquran, seperti pada firman-Nya dalam Q.S. an-Najm 
ayat 38-40 : 
                      
 
Artinya: “Bahwasanya seorang yang berdosa tidak 
akan menanggung dosa orang lain, dan 
bahwasanya seorang manusia tiada 
memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.
47
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Selain itu Allah swt. menyatakan dalam firman-
Nya dalam Q.S. an-Najm ayat 31: 
                       
              
 
Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya 
Dia memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan dan memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik dengan apahala yang 
lebih baik (syurga)”.48 
 
Pernyataan tersebut adalah sebagai tanda keadilan 
Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, Dia memberi 
janji akan memberi balasan atau imbalan kepada setiap 
orang sesuai dengan amalannya, yang baik dibalas 
dengan kebaikan dan yang jahat dibalas sesuai dengan 
kejahatannya. 
2. Keadilan Merupakan Perintah Allah 
Allah swt. mengutus Rasul-Nya agar menegakan 
keadilan dan memerintahkan kepada umatnya untuk 
berbuat dan berlaku adil, sebagaimana firman Allah swt. 
pada Q.S. al-Nahl ayat 90 : 
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             .......     
Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. menyuruh kamu 
berlaku adil dan berbuat ihsan ….49 
 
Pada surah al-Maidah ayat 8 disebutkan: 
                 
                       
              
 
Artinya: “…berbuat adilah kamu karena adil itu lebih 
dekat pada taqwa …”.50 
 
Perintah berbuat adil dalam al-Qur‟an sangat 
tegas, yakni selain menggunakan kata-kata atau ushlub 
amar ( رما-رمأي ) juga menggunakan fi‟il amar (اولدعا) 
kedua ushlub tersebut menunjukkan perintah yang wajib 
dipenuhi atau dilaksanakan. 
Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. untuk 
menegakkan keadilan di antaranya agar : 
a) Manusia menegakkan kehidupan yang berkeadilan, 
disebutkan pada surah al-Hadid ayat 25 dan surah al-
Nahl ayat 90. 
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b) Kepemimpinan yang adil melahirkan tanggung jawab 
memberi perlawanan kepada kedzaliman, disebutkan 
pada surah al-Baqarah ayat 124. 
c) Menjadi misi ke-Nabi-an atau ke-Rasul-an Nabi 
Muhammad s.a.w. keadilan menjadi syarat 
terwujudnya ketaqwaan, disebutkan pada surah al-
Maidah ayat 8. 
Dengan demikian keadilan menjadi sebuah hal 
yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam 
kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang 
dalam keluraga menjadi Imam ( pemimpin), sebab 
menjadi misi ke-Rasulan Nabi Muhammad s.a.w. yang 
merupakan tanggungjawab kepemimpinan yang harus 
ditegakan sebagai salah satu syarat dalam mewujudkan 
ketaqwaan kepada Allah swt.
51
 
B. Poligami  
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami 
Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu 
dari kata Poli atau Polus yang artinya banyak, dan kata 
gamain atau gamus yang berarti kawin atau perkawinan, 
maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti 
suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam 
jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam 
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poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari 
satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat 
wanita.
52
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami 
adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak 
memiliki  atau mengawini beberapa lawan jenisnya 
dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat 
mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang 
membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita 
dalam waktu yang sama.
53
 Sedangkan dalam bahasa 
Arab, perkawinan antara seorang pria dengan wanita 
lebih dari seorang yang disebut dengan istilah حجٔزنا دذعذ 
.
54
 
Kalau kita meninjau kembali sejarah agama-
agama terdahulu, maka kita tidak menemukan seorang 
Nabi-pun yang menerangkan bahwa Allah swt. 
mengharamkan poligami, akan tetapi yang kita temukan 
bahwa poligami menjadi sunnah yang dilaksanakan oleh 
beberapa nabi, seperti Nabi Ibrahim, Ya‟kub, Daud, 
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Sulaiman a.s., dan juga Nabi Muhammad s.a.w., ternyata 
beliau-beliau menikah lebih dari seorang istri.
55
 
Poligami pada masa pra-Islam tidak ada 
pembatasan tentang jumlah isteri yang dimiliki laki-laki. 
Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak isteri 
untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainya. 
Sebelum Islam datang, poligami dilakukan tanpa aturan, 
batasan dan syarat.
56
 
Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak 
serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang 
menyinggung soal poligami diwahyukan, yaitu Q.S. an-
Nisa‟ ayat 2-3: 
                       
                       
                    
                  
                
 
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil terhadap perempuan yang yatim, maka 
kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: 
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dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu 
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-nisa‟: 
2-3)
57
 
 
Kemudian diperkuat lagi oleh ayat 129: 
                         
                  
          
 
Artinya: “Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat 
berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun 
kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 
kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara din (dan 
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-
nisa‟: 129)58 
 
Nabi Muhammad s.a.w. lalu melakukan 
perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk 
kandungan ayat tersebut di atas. Perubahan mendasar 
yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal : 
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Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya 
sampai empat. Sejumlah hadits memaparkan 
pembatasan poligami tersebut di antaranya hadits 
riwayat dari Abdullah bin Umar sebagai berikut : 
 
ٌأ ُّع الله يضس شًع ٍتا ٍع ٌلايغ ٍت حًهس ّنٔ ىهسأ ششع  ٗف جٕسَ
حيهْ اجنا ًٍهسأف ّعي ِشيأف يثُنا هص الله ٗعهسٔ ّيهى ٌأ شيخري  اعتسأ
ٍُٓي ) ِأس ٖزيشرنا  59( 
 
Artinya: “Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk 
Islam dan ia mempunyai 10 orang isteri yang 
dinikahi pada masa jahiliyah. Kemudian 
mereka bersama-sama ikut masuk Islam. maka 
Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih 
empat orang saja di antara mereka (dan 
menceraikan yang lainnya)”. (Riwayat Ahmad, 
al-Tarmidzi) 
 
Terdapat juga dalam hadits, dalam kitab Abu 
Daud dari Harits bin Qois, ia berkata : 
 
دًهسأ ٖذُعٔ ٌاًث جٕسَ خشكزف كنار يثُهن ٗهص الله ّيهع ىهسٔ لاقف 
شرخا ٍُٓي اعتسأ6ٓ 
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Artinya: “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki 
delapan orang istri. Kemudian aku bilang 
kepada Nabi s.a.w. maka Rasulullah berkata: 
pilihlah dari mereka empat orang saja”. 
 
Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi 
poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Diantara 
hadits yang menerangkannya adalah hadits riwayat 
Ahmad: 
 جشيشْ يتا ٍعٌا دَاك ٍي :لاق ,ىهسٔ ّيهع الله ٗهص يثُنا  ٌاذءشيا ّن
يًي ملااًْاذحد ٖشخلاا ٗهع حيايقنا وٕي ءاج ذحدا شجي قشيّ ٔا اطقاس لائاي 
)ذًحدا ِأس(6ٔ 
Artinya: “Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa 
mempunyai dua isteri, tetapi dia lebih cenderung  
kepada salah seorangnya niscaya  dia datang di 
hari kiamat menghela salah satu lembungnya 
yang terjatuh atau miring”. (HR. Ahmad, Abu 
Daud, an-Nasa‟y, at-Turmudzi dan Ibnu Majah) 
 
Dan juga hadits: 
 
 لٕقي ٔ لذعيف ىسقي ىهسٔ ّيهع الله يهص الله لٕسس ٌاك دناق حشئاع ٍع
 ةهقنا يُعي كهيأ لا اًيف يًُهذ لاف كهيأ اًيف يًسق ازْ ٌا ىٓهنا) ٕتا ِأس
دٔاد( 
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Artinya: “Dari „Aisyah RA berkata: “Nabi s.a.w. menggilir 
dan telah berbuat adil, kemudian beliau berdoa: 
Wahai Tuhanku, ini adalah keadilanku dalam hal 
yang aku miliki. Maka jangan engkau bebani aku 
dengan hal yang engkau miliki, tetapi tidak aku 
miliki (diluar kemampuan), yaitu hati”.62 
 
Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan 
poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat 
dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. 
Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian 
rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi sewenang-
wenang terhadap isteri mereka seperti sediakala. 
2. Asbabunnuzul Ayat Poligami 
Untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami, 
kita perlu melihat asbabun nuzul surat an-Nisa‟ ayat 2 
dan 3 serta ayat 129 yang selama ini digunakan sebagai 
dalil poligami. 
Menurut pendapat Jumhur ulama‟, ayat an-Nisa‟ 
ayat 3, turun seusai perang Uhud, ketika banyak pejuang 
Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai 
konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang 
ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya, 
banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, 
pendidikan, dan masa depannya.
63
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Penjelasannnya dapat dipahami dari hadits berikut:  
 
س َّا شيتزنا ٍت جٔشع ٍعأ آُع الله يضس ٍيُي ؤًنا وا حشئاع ّرناخ ل
 آناي يف آكششي آينٔ شجحد يف ٌٕكذ حًيرينا ِزْ يرخا ٍتا اي دناقف
 آقاذص يف طسقي ٌا شيغ ٍي آجٔزري ٌا ذيشئ آناًجٔ آناي ّثجعئ
ي مثي آيطعي لأٓتاشذا ٗطعي اف قاذصنا ٍي اآَٗ  ٌا شيأ كنار ٍع
حكُي عاتسٔ زلاثٔ يُثي ءاسُنا ٍي ىٓن باط اي. 
 
Artinya: “Bahwa „Urwah bertanya kepada bibinya, ‟Aisyah 
ummu al-Mukminin RA tentang ayat ini. „Aisyah 
menjawab: hai anak laki-laki saudara 
perempuanku, bahwa anak yatim ini dalam 
kekuasaan walinya, (si wali) menggabungkan 
hartanya dengan harta yatim, dan kecantikan serta 
harta si yatim membuatnya tertarik. Kemudian wali 
bermaksud menikahi tanpa berbuat adil dalam 
persoalan mahar; artinya dia tidak memberi mahar 
sesuai ketentuan umum. Cegahlah dia dari berbuat 
demikian dan perintahkanlah untuk menikahi 
wanita yang disenangi dua, tiga atau empat”.64 
 
Hamka, dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan Q.S. an-
Nisa‟ 2-3 tersebut sebagai berikut:  
“Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan 
tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula 
keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, 
sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk 
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soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, 
istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya 
ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin 
Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin 
Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerapkali 
bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang 
musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. 
Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang 
dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan 
empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. 
(Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-
Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir)”.65 
 
Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh 
Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak 
perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang 
telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si 
wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak 
itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak 
asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar 
maskawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran 
maskawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat 
yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan 
pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan 
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maskawin itu secara adil seperti kepada perempuan lain. 
Daripada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, 
dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan 
lain, walaupun sampai dengan empat. 
Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian 
ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w tentang 
perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka 
turunlah ayat (Surat an-Nisa' ini juga, ayat 127). 
                     
                           
                  
                      
 
Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang 
orang-orang perempuan. Katakanlah, “Allah akan 
memberi keterangan kepadamu tentang mereka, 
dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu Al-
Qur‟an (juga memfatwakan) tentang perempuan 
yatim yang kamu tidak berikan sesuatu (mas 
kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang 
kamu ingin menikahi mereka”. (Q.S. An-nisa‟: 
127)
66
 
 
Maka kata Aisyah selanjutnya: "Yang dimaksud 
dengan yang dibicarakan kepadamu dalam al-Qur‟an 
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ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak 
akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka 
nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. "Kata 
Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu 
ingin menikah dengan mereka.. "Yaitu tidak suka 
kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya 
sedikit dan tidak begitu cantik. Maka dilaranglah dia 
menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta 
dan kecantikannya, dan baru boleh dia nikahi kalau 
maskawinnya dibayar secara adil.
 67
 
Setelah menilik riwayat yang shahih dari Aisyah 
ini maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada 
hubungan antara perintah memelihara anak yatim 
perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu 
sampai dengan empat. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa surat an-Nisa‟ ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta 
hadits di atas merupakan ayat dan hadis yang 
mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat 
tersebut maka kaum pria tidak diperkenakan 
memperlakukan wanita semena-mena. 
3. Poligami dalam UU di Indonesia 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan 
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adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada 
azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila 
dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami 
maupun isteri) maka pengadilan dapat memberikan izin 
kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang. 
Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada 
suami untuk beristeri lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU 
No. 1/1974): 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
isteri 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 
Disamping persyaratan tersebut, hukum 
perkawinan juga menambahkan persyaratan (Pasal 5): 
a. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka 
45 
 
Pengaturan tentang beristeri lebih dari satu juga 
mendapat pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) akan tetapi isinya lebih banyak menyangkut 
aspek hukum prosedural sebagaimana yang telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
68
 
Persyaratan yang diminta oleh Pasal 5 UU Nomor 
1 Tahun 1974 item 1 dan 2 secara lahiriyah dapat 
terukur secara matematis, akan tetapi untuk persyaratan 
item 3 ukuran yang digunakan adalah psikis yang 
memang tidak mungkin bisa terukur. 
Maka dapat difahami bahwa Undang-undang di 
Indonesia juga memberikan syarat yang ketat dan berat 
bagi orang yang ingin berpoligami. 
4. Hikmah Poligami 
Poligami Rasulullah memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan praktek poligami bangsa Arab pra Islam 
ketika itu. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada 
perbandingan karakter keduanya sebagai berikut: 
Poligami pra Islam : 
a. Tidak ada pembatasan jumlah. 
b. Sebagai bentuk prestasi sosial karena merupakan 
fenomena kelompok eksklusif. 
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c. Merupakan aktifitas kultural yang mengakar 
dimasyarakat. 
d. Tersedianya materi yang berlebih yang dimiliki oleh 
pelaku poligami (laki-laki). 
Poligami Rasulullah : 
a. Pembatasan jumlah istri. 
b. Nilai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi 
istri-istri dari kedhaliman suami. 
c. Memiliki sakral Ilahiyyah. 
d. Bagian dari strategi Rasulullah dalam membentuk 
masyarakat egaliter.
69
 
Faktor-faktor yang melatar belakangi poligami 
Rasullah sangat penting dikemukakan untuk memberikan 
gambaran jelas hikmah dibalik poligami yang beliau 
lakukan. Secara garis besar, yang melatar belakangi 
poligami beliau adalah wahyu sebagaimana beliau 
mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab. Faktor 
politis, sebgaimana pernikahan beliau dengan shafiyah 
dilamar Rasulullah dengan harapan banyak kabilah 
dibelakang shafiyah yang masuk Islam. Faktor pendukung 
perjuangan islam sebagaimana Khadijah banyak membantu 
secara total masa-masa sulit Muhammad dalam 
mengenalkan Islam dikalangan masyarakat Makkah. Faktor 
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persahabatan, seperti Hafshah binti Umar dan Aisyah binti 
Abu Bakar, untuk mempererat hubungan silaturrahim 
sahabat belau yang setia mendampingi perjuangan 
Rasulullah. Faktor sosial, Ummu salamah seorang janda 
dengan banyak anak. Rasulullah menikahinya untuk 
melindungi anak yatim dan mengurangi beban hidup 
Ummu Salamah.
70
 
Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di 
masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami 
sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. 
Pertama, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya 
menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan 
sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan 
banyak isteri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan 
menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami, 
yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu 
tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. 
Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan 
penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang 
berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, 
sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena 
mengikuti luapan nafsunya. 
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C. Pendapat Ulama’ tentang Makna Keadilan dalam 
Poligami 
Dalam al-Qur‟an ada dua ayat yang menjadi dasar 
utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan 
tentang poligami yaitu Q.S. an-Nisa‟ ayat 3 dan 129. 
Semua ulama‟ dari kalangan mufassir ataupun fuqaha 
sepakat bahwa asbabunnuzul surat an-Nisa‟ ayat 3 adalah 
berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya yang 
didasarkan pada satu riwayat hadits dari Urwah, yang 
mengatakan, seorang wali dilarang menikahi seorang anak 
yatim yang ada di bawah pengampuannya hanya karena 
alasan kecantikan dan harta anak tersebut. Sebab 
dikhawatirkan para wali tersebut memperlakukan anak 
yatim yang ada di bawah pemeliharaannya secara tidak 
adil. Karenanya, lebih baik mereka menikahi wanita lain. 
Jumhur ulama‟ juga sepakat bahwa, poligami hanya bersifat 
boleh (mubah). Kebolehan itu juga disertai dengan syarat 
kemampuan berbuat adil di antara para istri. Adapun 
pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman 
ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil yang 
juga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 129. Sebagian 
ulama‟ memahami adil baik materi (tempat tinggal, 
pemberian nafkah, pakaian dan giliran) atau imateri (cinta, 
rasa kasih sayang dan kecenderungan hati) dan sebagian 
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lainnya hanya keadilan dalam material (tempat tinggal, 
pemberian nafkah, pakaian dan giliran). 
Firman Allah s.w.t. dalam surat al-Nisa ayat 129 
berbunyi “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 
adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin 
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu 
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”. 
Menurut Hamka yang tidak sanggup mengadilkannya 
itu ialah hati. Belanja rumah tangga bisa diadilkan bagi 
yang kaya. Pergiliran hari dan malampun bisa diadilkan. 
Tetapi cinta tidaklah bisa diadilkan, apalagi syahwat dan 
nafsu setubuh. Tafsir beginipun telah dinyatakan oleh Ibnu 
Abbas dan lainnya. Kecenderungan kepada satu isteri dan 
kurang cenderung kepada yang lain, adalah urusan hati 
belaka. Siapakah yang dapat memaksa hati manusia? Dan 
Tuhan sendiri, yang telah mentakdirkan demikianpun 
tidaklah memaksa hati manusia pada perkara pembagiaan 
hari dan waktu, sangatlah adil Nabi kita.
 71
 Semua isterinya 
didatanginya dengan bergilir, baik yang telah amat tua 
sebagai Saudah yang di Madinah sudah berusia lebih dari 
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70 tahun, atau Aisyah yang baru berusia belasan tahun. 
Meskipun pada malam harinya giliran Saudah dengan ridha 
Saudah sendiri telah diberikannya kepada Aisyah. Dalam 
hal tidak dapat mengadilkan hati itu Rasulullah s.a.w. 
bermohon kepada Tuhan dalam doanya yang terkenal: 
 
 َلا َٔ  ُِكَهذ ا ًَ ِْيف ِْيُ ًْ َُهذ ََلاف ُكهَْيأ ا ًَ ِْيف ْي ًِ ِْسق َازْ َُّىّٓهَنا وايلإا ِأس( ُِكهَْيأ
)ٍُسنا باحصأٔذًحدا 
 
Artinya: “Ya, Tuhanku, inilah pembahagiaan yang dapat 
aku berikan pada perkara yang dapat aku kuasai. 
Maka janganlah Engkau sesali aku dalam perkara 
yang hanya Engkau menguasai, dan aku tidaklah 
berkuasa.” (diriwayatkan oleh Ahmad dan ash-
Habus Sunan). 
 
Maka datanglah sabda Tuhan: “sebab itu janganlah terlalu 
condong, sehingga kamu biarkan dia seperti barang 
tergantung” artinya sebagai seseorang yang beriman yang 
sadar bahwa laki-laki dapat mengekang kecenderungan 
kamu itu. Meskipun hati tidak dapat dipaksa, namun laki-
laki bijaksana akan dapat mengendalikan diri. Apalagi 
ketika isteri-isteri itu telah dianugerahi anak-anak. 
Tidakpun hatimu condong kepada isteri, ingatlah bahwa dia 
adalah ibu anak-anakmu. Perlakuan tidak adil dari ayah 
kepada ibuny akan meninggalkan kesan tidak baik pada 
anak-anakmu itu terhadap kamu sebagai ayahnya. Sebab itu 
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sekali-kali jangan dijadikan isteri yang kurang dicintai itu 
laksana barang tergantung. Tergantung tidak bertali, 
terkatung-katung. Jangan sampai ada aniaya terhadap 
jiwanya. Tiap-tiap perempuan yang telah dikawini wajib 
diberi belanjadan nafkah. Dan disebut juga kewajiban 
memberikan nafkah batin, yaitu persetubuhan. Apabila 
beristeri labih dari satu, keadilan inilah soal yang paling 
besar. Isteri itu adalah manusia berjiwa dan berakal juga.
72
 
Menurut Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami 
merupakan suatu perbuatan rukhshah. Karena merupakan 
rukhshah, maka bisa dilakukan dalam keadaan darurat, 
yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih 
disyaratkan bisa berbuat adil kepada istri-istri. Keadilan 
yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, 
muamalat, pergaulan, serta pembagian malam. Sedang bagi 
calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan 
cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil 
terhadap istrinya, boleh poligami maksimal dengan empat 
istri.
73
 
Menurut al-Jashshash adalah ulama‟ yang juga cukup 
intensif mengupas masalah poligami. Menurut al-
Jashshash, poligami hanya bersifat boleh (mubah). 
Kebolehan itu juga disertai dengan syarat kemampuan 
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berbuat adil di antara para istri. Untuk ukuran keadilan di 
sini, menurut al-Jashshash, termasuk material, seperti 
tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. 
Dan juga kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, 
kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, 
bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini 
amat berat. Hal ini disebut sendiri oleh Allah s.w.t. dalam 
surat an-Nisa‟ ayat 129.74 
Muhamad Abduh berpandangan keadilan yang 
disyaratkan al-Qur‟an adalah keadilan yang bersifat 
kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang 
semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-
Qur‟an mengatakan dalam Surat an-Nisa‟ ayat 3: “Jika 
kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka 
kawinilah satu isterii saja”. Adil, menurut keterangan 
Muhammad „Abduh dalam tafsir al-Manar, sebagaimana 
yang dikutip oleh Abdul Nasir, maksud adil di sini ialah 
bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan 
dengan isteri-isterinya itu, bahwa dua orang isteri 
dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang 
diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak 
sanggup untuk mencintai isteri-isterinya itu dengan cara 
yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan 
timbangan kepada yang satu, sehingga yang lain seperti 
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tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.
75
 
Muhammad „Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki 
tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah 
struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam 
kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama 
dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya 
kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.
76
 
Abdullah ibn Abbas berpandangan bahwa keadilan 
itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama 
dalam hubb (cinta) dan Jima‟ (hubungan intim suami 
isteri)
77
, Kemudian Quraish Shihab menegaskan bahwa 
keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang 
imaterial (cinta). itulah sebabnya, orang yang berpoligami 
dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan 
dalam kecendrungan kepada yang dicintainya. 
Abdurrahman al-Jazairi dalam kitab al Fiqh „ala 
Mazahib al Arba‟ah menyatakan, bahwa mempersamakan 
hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara 
isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang 
yang berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan 
mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.
78
 Dalam 
                                                          
75
 Abdul Nasir Taufiq al-„Atthar, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan 
Perundang-undangan, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hlm. 154. 
76
 Ali Ahmad al Jurjawi, Hikmah al Tasyri` wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al Fikr, t.th., hlm. 
12 
77
 Ambo Asse, Konsep Adil dalam Al-Qur‟an, Al-Risalah... hlm, 370 
78
 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al Fiqh „ala al-Madzahib al-‟Arba‟ah, Mesir; al-
Maktabah al-Tijariyyah, 1969, hlm. 239 
54 
 
hal ini golongan Syafi‟iyah berpendapat bahwa suami tidak 
wajib menyamakan hubungan seksual, karena 
sesungguhnya akad nikah terjadi sebab laki-laki ingin 
berhubungan seksual dengan perempuan, orang yang 
diakad adalah perempuan, jadi hubungan seksual adalah 
hak laki-laki. Sedangkan golongan Hanafiyah berpendapat 
hubungan seksual bukanlah hak preogratif seorang istri, 
tapi wajib bagi suami untuk memberikan tanpa istri 
memintanya, ketika suami tidak memberi maka dia 
termasuk orang yang berdosa. Golongan Hanabilah juga 
berkomentar suami tidak wajib menyamakan hubungan 
seksual para istri, hubungan seksual adalah hak suami istri, 
dalam hal ini suami tidak boleh „azl tanpa izin istri. Dan 
pendapat golongan Malikiyah adalah seorang suami tidak 
diharuskan menyamaratakan hubungan seksual di antara 
para istrinya, tapi dengan syarat tidak sengaja 
meninggalakan satu istri dan pergi ke istri yang lain yang 
lebih cantik, dengan maksud supaya bisa berhubungan 
seksual dengan kekutan yang lebih bsar. Hal ini 
diharamkan karena sengaja melukai hati seorang istri yang 
ditinggalkan.
79
 
Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif), 
oleh karenanya lepas dari kontrol akal keadilan manusia. 
Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman 
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Allah surat al-Nisa' ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh klasik 
(Imam Syafi‟i, Hanbali, Maliki dan Hanafi) ayat ini 
ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat 
adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk 
itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan 
cinta sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus 
dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. 
Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk 
menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, 
sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk 
mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan 
tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-
ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang 
mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) 
sebagai anjuran.
80
 
Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha 
klasik dalam masalah poligami adalah teknis dalam 
perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu 
bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam 
hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal 
pembagian (giliran) terhadap para isteri sebagai berikut :
81
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a) Jumhur ulama‟ sepakat bahwa membagi giliran 
menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri 
muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua 
bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang 
budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam 
dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda 
pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun 
budak bagiannya sama.
82
 
Dalam mengadakan pembagian, wajib 
memperhatikan hal sebagai berikut : Pertama, 
Tempat, Seorang suami tidak boleh mengumpulkan 2 
orang isteri dalam satu rumah (tempat) satu waktu 
(walau hanya satu malam) tanpa izin keduanya. 
Sebab hal tersebut akan membawa pertengkaran dan 
ketidakbaikan. Kedua, adalah Waktu, dasar 
pembagian adalah satu malam diikuti satu hari. Sebab 
Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang 
untuk bekerja (mencari rizki). Sedang orang yang 
bekerja di malam hari, dasar pembagiannya di mulai 
dari siang diikuti malam. bahkan tidak diperbolehkan 
masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa 
ada keperluan.
83
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b) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di 
antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang 
mendapatkan undian. Imam Taqiyuddin 
mengemukakan tiga syarat aturan safar (pergi) : (1) 
Ada undian. (2) Tidak bermaksud pindah tempat 
tinggal, kalau pindah, maka tidak boleh membawa 
seorang isteri dan meninggalkan yang lain. (3) Tidak 
bermaksud bermukim di suatu tepat. Kalau 
bermaksud bermukim, maka harus ditentukan 
waktunya. 
84
 
c) Jumhur ulama‟ sepakat bahwa bila kawin dengan 
isteri yang baru, maka harus mengkhususkan 
bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut 
masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam 
Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak 
ada jatah lebih buat istri baru
85
  
d) Bila mengkhawatirkan isteri nusyuz (membangkang) 
maka ia harus menasehatinya. Bila masih 
membangkang maka hendaknya berpisah tempat 
tidur. 
Adapun pembagian nafkah seperti  makan, minum, 
pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting 
sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin), 
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ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh 
baginya memberikan lebih kepada istri yang dia sukai. 
Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang 
akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan 
menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh 
dilakukan.
86
 Dalam hal nafkah ini istri yang nusyuz dan istri 
yang budak tidak wajib mendapatkannya.
87
 
Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa berbuat 
adil kepada isteri-isteri tidak berhenti ketika ada halang 
berhubungan badan, seperti haid, nifas dan lain-lain. Ia juga 
memberi syarat kepada suami yang akan berpoligami, 
antara lain: 
1) Suami harus sehat akal 
2) Suami harus mampu secara jasmani untuk menggilir 
istri-istrinya tersebut. Menurut Imam Malik isteri 
tidak harus sudah baligh, cukup ia mampu untuk 
berhubungan badan dengan suami (mampu secara 
jasmani). 
3) Salah satu istrinya tidak nusyuz (tidak menuruti 
perintah suami dan pergi dari rumah).
88
 
Berdasakan uraian tersebut di atas dapat kita 
memahami bahwa pada perinsipnya syari‟at Islam adalah 
                                                          
86
 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al Fiqh „ala al-Madzahib al-‟Arba‟ah... hlm. 238. Lihat 
juga Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Mesir: Dar al-Salam, 1990, hlm. 
1359 
87
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid... hlm. 1362 
88
 Ibid., hlm. 239 
59 
 
membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam 
waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lebih,
89
 dengan 
syarat, keadilan. Keadilan yang dituntut itu ialah 
melakukan persamaan sekuat tenaga dan disertai niat 
berbuat baik dan bertaqwa. Dan standar keadilan ini juga 
sesuai dengan prinsip agama yang kuat, dalam menetapkan 
tujuan yang baik, melenyapkan penganiayaan, dan 
memudahkan urusan manusia, serta menghilangkan 
kesulitan dari mereka.
90
 Kebahagiaan yang disertai dengan 
niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu 
seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak 
mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, 
sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat 
memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat. 
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BAB III 
PENDAPAT IBNU HAZM 
TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI 
 
A. Biografi Ibnu Hazm 
1. Latar Belakang Ibnu hazm 
Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad 
bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin 
Ma’dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi.91 Dalam sejarah 
Islam ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama 
besar dari Spanyol, ahli fiqh dan ushul fiqh. Ibnu Hazm 
adalah pengembang madzhab azh-Zhahiri, bahkan 
dipandang sebagai pendiri kedua setelah Daud azh-
Zhahiri.
92
 
Ibnu Hazm Lahir di Cordova Andalusia pada 
Bulan Ramadhan tahun 384 H, atau bertepatan dengan 7 
November 994 M. Beliau tumbuh sebagai orang yang 
terhormat dan dihormati, Ayahnya Ahmad adalah 
seorang yang terkenal alim dan menjadi menteri pada 
masa al-Manshur Muhammad bin Abi Amir dan 
anaknya al-Mudaffir.
93
 Ibnu Hazm pernah menjabat 
sebagai menteri pada masa khalifah al-Mustadhir Billah 
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Abdurrahman bin Hisyam pada tahun 414 H. Namun 
tidak lama, Abdurrahman bin Hisyam terbunuh dan Ibnu 
Hazm dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa Khalifah 
Hisyam al-Mu’tamad Billah bin Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abdurrahman an-Nashir, Ibnu Hazm kembali  
diangkat menjadi Menteri, namun di tengah masa 
jabatannya, Ibnu Hazm mengundurkan diri, dan lebih 
menfokuskan dirinya di dunia keilmuan. 
Ibnu Hazm meninggal dunia pada hari Ahad dua 
hari terakhir bulan Sya’ban tahun 456 H. Di Desa 
Uniyah sebelah barat Andalusia, dalam umur 71 tahun 
10 bulan, meninggalkan karya-karya yang terus menjadi 
kajian hingga sekarang. Bahkan Pemerintah Spanyol 
pada tanggal 12 mei 1963 mengadakan peringatan 
wafatnya Ibnu Hazm (haul ke 900). Dalam acara 
tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Arab dan Eropa, 
membahas karya-karya Ibn Hazm. Acara tersebut dibuka 
dengan peresmian patung Ibn Hazm yang dibuat oleh 
seniman Amadiyo Rowel Alowes.
94
 
2. Pertumbuhan dan Pendidikan Ibnu Hazm 
Setelah menghafal al-Qur’an Ibnu Hazm diasuh 
dan dididik oleh Abu Hunein Ali al-Farisi, seorang yang 
terkenal soleh, zuhud dan tidak beristri. Al-Farisi inilah 
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yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu 
Hazm.
95
 Al-Farisi juga membawa Ibnu Hazm ke majlis 
pengajian al-Qur’an Abu al-Qasim Abdurrahman al-
Azdi (w. 410). Untuk belajar bahasa Arab dan hadits. 
Selain belajar hadits dari al-Azdi, Ibnu Hazm juga 
pernah belajar dari Ahmad bin Muhammad al-Jasur (w. 
401). Selain itu Ibnu Hazm juga belajar menulis, diskusi, 
debat, sastra arab dan ilmu-ilmu syariah, nasab, 
pengobatan, filsafat dan lain sebagainya. 
3. Pemikiran Ibnu Hazm 
Ibnu Hazm seorang ulama’ yang cerdas dan 
mengusai berbagai cabang ilmu, ia juga seorang ulama 
yang mempunyai pemikiran berbeda dengan kebanyakan 
ulama pada zamanya, sehingga tidak sedikit orangorang 
pada masanya tidak suka kepadanya. Ibnu Hazm 
termasuk ulama yang produktif dalam menulis buku-
buku, salah satu karyanya yang paling terkenal adalah 
al-Muhalla, yang menjadi kitab madzhab azh-Zhahiri. Ia 
juga dikenal kritis dalam mengkritik para ulama melalui 
pena dan lisanya dengan menggunakan bahasa yang 
kurang santun, sehingga banya ulama ahli fiqh tidak 
suka kepadanya.
96
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Pada Mulanya Ibnu Hazm belajar fikih madzhab 
Maliki sebagai madzhab yang banyak dianut masyarakat 
Andalusia kala itu, dia belajar kitab karangan Imam 
malik yang terkenal yaitu al-Muwattha’ kepada Ahmad 
bin Duhun (mufti Cordova), sehingga benar-benar 
menguasai fiqih Imam Malik. Di samping belajar fikih 
madzhab Maliki dipelajari juga kitab Syafi’i yang 
mengkritik Imam Malik dalam masalah ushul dan furu‟ 
yaitu Ikhtilaf al-Malik.
97
 
Dari pengalaman inilah dia pindah dari madzhab 
Maliki ke madzhab Syafi’i, pemahamannya terhadap 
madzhab Syafi’i membuat dia kagum terhadap prinsip-
prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi’i, sehingga 
menjadikannya orang yang fanatik berpegang teguh 
pada madzhab tersebut. Ibnu Hazm kembali tidak puas, 
akhirnya Ibnu Hazm berpindah madzhab dan lebih 
condong kepada madzhab azh-Zhahiriyyah dengan 
Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbuhani (202–
270 H). Madzhab ini berprinsip hanya berpegang pada 
nash semata, kalau tidak ada nash baru di pakai 
Istishab.
98
 Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab azh-
Zhahiri didukung oleh kondisi yang ada pada abad III H. 
Banyak Ulama Cardova yang belajar ke timur seperti 
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Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiah. Mereka 
tertarik kepada madzhab azh-Zhahiri setelah tidak puas 
dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqih Maliki, 
Hanafi, Syafi’i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah 
karena madzhab azh-Zhahiri hanya terikat kepada al-
Qur’an dan al-Sunnah, ditangan merekalah madzhab 
azh-Zhahiri berkembang di Andalusia.
99
 
Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang 
secara tegas diterapkan oleh agama dan teradapat dalam 
al-Qur’an, hadist, dan ijma’ sahabat, yaitu: wajib, haram 
dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi ra‟yu 
(akal) untuk melihat secara langsung didalam 
menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui 
empat macam dalil hukum yang dijadikan sandaran dan 
sumber untuk menetapkan hukum, yaitu: 
a. Al-Quran 
b. Hadist 
c. Ijma’ Sahabat 
d. dan al-Dalil yang diambil dari nash. 
Ibnu Hazm memilih madzhab azh-Zhahiri karena 
dalam madzhab ini tidak ada yang ditaqlidi, terlepas dari 
ikatan madzhab. Manhaj madzhab ini adalah keharusan 
mengikuti al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ Sahabat, 
seraya menolak ar-Ra’yu. Sehingga tak berlebihan jika 
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madzhab ini juga disebut sebagai madzhab al-Qur’an, al-
Sunnah, dan Ijma’ sahabat. Dengan manhaj tersebut, 
Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib 
berijtihad sesuai kemampuanya dan sekaligus 
mengharamkan taqlid.
100
 Menurut madzhab ini jika 
seseorang mengikuti pendapat para ulama’, ia harus 
mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa 
pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak 
harus mengetahui maksudnya.
101
 
4. Guru dan Murid Ibnu Hazm 
Diantara guru-guru Ibnu Hazm yang mewarnai 
pemikirannya adalah: Ibnu Abd Barr al-Maliki, Abu 
Umar Ahmad bin Husein, Yahya bin Mas’ud, Abu Al-
khiyar Mas’ud bin Sulaiman al-Dhahiri, Yunus bin 
Abdullah Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Sa’i, 
Abdullah bin al-Rabi’ al-Tamimi, Abdullah bin Yusuf 
bin Nami. Ibnu Hazm juga mempunyai beberapa murid 
setia yang menyebarkan pendapat-pendapatnya, di 
antara mereka adalah: Abu Abdullah al-Humaidi, Suraih 
bin Muhammad bin Suraih al-Muqbiri, Abu Rafi, Abu 
Usamah Ya’qub, Abu Sulaiman al-Mus’ib, Imam Abu 
Muhammad bin al-Maqribi.
102
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5. Karya-karya Ibnu Hazm 
Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia 
temasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan 
wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, 
beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan 
hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqih yakni 
kitab al-Muhalla dianggap sebagai kitab fiqih madzhab 
azh-Zhahiri.
103
 
Said menceritakan dari Abu Rafi’ anak Ibnu 
Hazm, bahwa ayahnya mempunya karya-karya dalam 
bidang fiqih, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, 
sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawanya. Jumlah 
karyanya sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya 
mencapai hampir 8000 lembar.
104
 
Di antara buku karangannya adalah sebagai berikut :
105
 
 
Kriteria Kitab Nama Kitab 
Fiqh 
1. Al-Ijma’ wa masa’iluhu ala Abwab al-
Fiqh 
2. Al-Majalla 
3. Al-Muhalla 
4. Maratib al-Ijma’ 
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5. Kasyfu al-Iltibas 
 
Ushul Fiqh 1. Ibthal al-Qiyas wa al-Ra’yu wa al-
Taqlid wa al-Ta’lil 
2. Al-Ihkam fi Ushul al-ahkam 
3. Al-Nubdzah fi Ahkam al-Fiqh al-
Dhahiri 
4. Al-Ishal ila fahmi al-Hishal 
5. Al-Taqrib bihaddi al-Mantiq wa al-
Madkhal ilaih 
6. Al-Talkhlish wa al-takhlish 
7. Masa’il Ushul Fiqh 
8. Ma’rifatu al-Nasikh wa al-mansukh 
 
 
 
 
 
 
Sejarah 
1. Asma’u AlKhulafa’ wa al-Mulat 
2. Asma’u al-Sahabah wa al-Ruwat 
3. Ashabu al-Fataya 
4. Idharu Tabdil al-Yahud wa al-Nashara 
li al-Taurat wa al-Injil 
5. Al-Imamah wa al-Siyasah 
6. Al-Imamah wa al-Mufadhalah 
7. Jumal Futuh al-Islam ba’da Rasulillah 
8. Jamharatu Ansab al-Arab 
9. Risalah fi Fadhli al-Andalus 
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10. Jawami’u al-Sirah 
 
 
 
Tasawwuf 
1. Al-Akhlaq wa al-Siar 
2. Al-Shadiq wa al-Radi’ 
3. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-
Nahl 
4. Asma’ullah Ta’ala 
 
Hadits 1. Al-Jami’ fi Shahih al-Hadis 
2. Syarhu Ahadis Aa-Muwattha’ 
 
6. Dasar-dasar Istinbat Hukum Ibnu Hazm 
Ibnu Hazm adalah penerus Abu Dawud Al-Zhahiri 
pendiri madzhab zhahiriyyah, dalam mengembangkan 
madzhab zhahiriyyah di dunia Islam dan Andalusia 
khususnya, madzhab ini terkenal dengan banyak 
mendasarkan fatwa-fatwanya pada zhahir Nas Al-
Qur’an , Al-Sunnah, dan menolak penggunakan akal.106 
Dalam beristinbath hukum, Ibnu Hazm hanya 
menggunakan empat sumber, yaitu al-Qur’an, al-
Sunnah, Ijma’, al-Dalil.107 
Sebagaimana yang ia jelaskan dalam kitab al-
Ihkam fi ushul al-Ahkam: 
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 فشؼٚ لا ٙرنا لٕطلاا واغلا.حؼتسا آَأ ،آُي لاا غئاششنا ٍي ئٛش 
 اًَ ٘زنا ،ىهعٔ ّٛهػ الله ٗهط الله لٕعس ولاكنا ضَٔ ٌاشمنا ضَ :ْٙٔ
 غًظ عاًظأ ،شذإرنا ٔا خامصنا ممَ ولاغنا ّٛهػ ُّػ ػط اًي الله ٍػ ْٕ
.اذؼأ آظٔ لاا مًرؽٚ لا آُي مٛند ٔا ،حيلاا ءاًهػ108 
 
Artinya: "Pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui 
dari syara‟ melainkan dari dasar-dasar 
tersebut ada empat, yaitu: Nash Al-Qur‟an, 
Nash hadist Rosul saw, sesungguhnya itu dari 
Allah, juga shahih dari Nabi yang dinukilkan 
dari orang-orang terpercaya atau mutawatir, 
dan ijma‟ seluruh ulama‟, atau dalil yang 
mengandung suatu wajah.” 
 
Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa 
sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah: 
1. Al-Qur’an 
Al-Qur’an adalah sumber pokok yang 
disepakati para ulama dalam beristinbat. Al-Qur’an 
ada kalanya dijelaskan oleh al-Qur’an sendiri, seperti 
hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum 
waris.
109
 Dan adakalanya dijelaskan oleh al-Sunnah, 
seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan 
demikian al-Qur’an menjadi penjelas bagi Al-Qur’an, 
sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat 
mutasyabihat selain fawatih al-Shuwar dan sunah-
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sunah Allah di dalamnya. Karena semua ayat al-
Qur’an adalah jelas dan terang maknanya bagi orang 
yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan 
mengetahui hadits yang shahih.
110
 
Penjelasan al-Qur’an terhadap al-Qur’an 
kadang masih membutuhkan takhsis karena masih 
umum, sehingga harus ada ayat lain yang 
mengkhususkannya, Ayat-ayat yang mengkhususkan 
dibagi menjadi dua macam: Pertama, ayat yang 
menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang 
dijelaskan, ini disebut takhsis. Kedua, ayat yang 
menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat 
yang dijelaskan, ini disebut naskh.
111
 
Menurut Ibnu Hazm naskh adalah pengecualian 
terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti 
ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik 
secara umum, kemudian datang ayat yang 
membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Naskh 
hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau lafazh 
berita yang menunjukkan perintah dan larangan dan 
tidak berlaku bagi ayat-ayat berita. Menurut Ibnu 
Hazm al-Qur’an dapat menasakh al-sunnah dan al-
sunnah dapat menasakh al-Qur’an, karena segala 
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yang datang dari Rasul sesungguhnya adalah datang 
dari Allah, maka al-sunnah yang sahih adalah sejajar 
dengan al-Qur’an dari segi kewajiban menaatinya.112 
Dalam memahami sebuah nash, Ibnu Hazm 
selalu melihat dari sisi zhahi-rnya, hal tersebut 
membawa kepada pemahaman bahwa seluruh 
perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum 
wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum 
keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan 
pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh 
mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal 
kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang 
umum harus diambil umumnya karena itulah yang 
zhahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang 
dimaksud bukan yang zhahir. Ibnu Hazm juga 
memasukkan makna majazi sebagai makna zhahir 
nash jika sudah terkenal pemakainnya atau ada 
qarinah yang menegaskannya.
113
 
2. Al-Sunnah 
Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah al-
Sunnah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan 
taqrir Rasulullah Saw. al-Qur’an dan al-Sunnah 
adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, 
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keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam 
menetapkan hukum, dan sumbernya satu yaitu Allah 
Swt.
114
 
As-Sunnah berfungsi menerangkan isi 
kandungan al-Qur’an, menjelaskan kesimpulan, 
membatasi kemutlakannya, mengkhususkan 
keumuman, dan menguraikan kesulitan-kesulitan, 
merupakan hujjah menurut ketetapan al-Qur’an. Oleh 
karena itu, as-Sunnah merupakan bagian yang 
menyempurnakan hal-hal yang belum termuat dalam 
al-Qur’an, kedua-duanya sama-sama merupakan 
wahyu, hanya saja al-Qur’an merupakan wahyu yang 
matlu, sedangkan as-Sunnah merupakan wahyu 
ghairu matlu.
115
 
Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata: 
 
ا ٙف ّٛنا عٕظشًنا مطلاا ْٕ ٌاشمنا ٌا اُٛت اًن ّٛف اَشظَ غئاششن
 ، ىهعٔ ّٛهػ الله ٙهط الله لٕعس ّت اَشيا اي حػاطت اتاعٚا ّٛف اَذظٕف
 ىهعٔ ّٛهػ الله ٙهط الله لٕعشن افطأ ّٛف لٕمٚ مظٔ ضػ ِاَذظٔٔ
 ٌا كنازت اُن ػظف ،)ٗؼٕٚ ٙؼٔ لاا ْٕ ٌا ،ٖٕٓنا ٍػ كطُٚ ائ(
هعٔ ّٛهػ الله ٗهط ّنٕعس ٗنا مظٔ ضػ الله ٍي ىغمُٚ ٙؼٕنا ٗهػ ى
 :َٙاصنأ ،ٌاشمنا ْٕٔ واظُنا ضعؼي افٛناذ فنإي ٕهري :اًْذؼا :ًٍٛغل
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 ،ؤشمي ُّكنٔ ٕهري لأ واظُنا ضعؼي لأ فنإي شٛغ ٘ٔشي لٕمُي ٙؼٔ
.ىهعٔ ّٛهػ الله ٗهط الله لٕعس ٍػ دسإنا شثخنا ْٕٔ116 
Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan 
bahwasanya al-Qur‟an adalah pokok 
pangkal yang harus kita kembali kepadanya 
dalam menentukan hukum, maka kamipun 
memperhatikan isinya, lalu kami dapati di 
dalamnya keharusan mentaati apa yang 
Rasulullah suruh kita kerjakan, dan kami 
dapati Allah Swt mengatakan dalam al-
Qur‟an untuk mensifatkan Rasul-Nya (“dan 
dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa 
nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu 
melainkan apa yang diwahyukan 
kepadanya”). Sah bagi kami bahwasanya 
wahyu yang datang dari Allah terbagi dua : 
pertama, wahyu yang dibacakan yang 
merupakan mu‟jizat. Yang kedua, wahyu 
yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak 
merupakan mu‟jizat dan tidak disyari‟atkan 
kita membacanya sebagai ibadah, namun 
demikian dia tetap dibacakan, dan itulah 
hadits Rasulullah Saw. 
 
Menurut Ibnu Hazm, bahwa hujjah yang nyata 
adalah ucapan Nabi, karena Nabi diperintahkan Allah 
Swt untuk menyampaikan aturan-aturanya. 
Sedangkan sunnah qauliyyah yang terdiri dari 
perintah dan larangan harus diambil dhahir-nya, dan 
sunnah fi‟liyyah nabi tidak menunjukkan kepada arti 
wajib tapi sunnah. Sedang taqrir Nabi menunjukkan 
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pada ibahah.
117
 Sunnah Mutawatirah menurut Ibnu 
Hazm adalah: segala sesuatu yang dinukilkan hingga 
sampai pada Nabi Saw.
118
 
Tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan 
perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut 
karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. 
Jika sebuah hadis sampai pada derajat mutawatir, 
maka harus diamalkan dan dapat mejadi hujjah.
119
 
Sedangkan sunnah ahad adalah: hadits yang 
diriwayatkan dari Rosulullah Saw, oleh perseorangan 
yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran, maka 
hadits tersebut harus diterima dan diamalkan jika 
diriwayatkan oleh orang yang tsiqah.
120
 Keberadaan 
hadis mauquf dan mursal ditolak oleh Ibn Hazm 
sebagai hujjah. Hal tersebut karena menurut Ibnu 
Hazm tidak semua sahabat Nabi adalah orang yang 
adil, bahkan diantara mereka ada yang murtad dan 
munafik. Namun menurut Ibnu Hazm kedua jenis 
hadits tersebut dapat diterima menjadi hujjah jika ada 
ijma’ yang sah terhadap makna hadis tersebut.121 
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3. Ijma’ 
Sumber pokok ketiga dalam beristinbath 
menurut Ibnu Hazm adalah Ijma’ yang bersumber 
dari al-Qur’an dan al-Sunnah.122 Ijma’ adalah hujjah 
kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. 
Ibnu Hazm menjelaskan: 
 
 اي ْٕ عاًظلإا ىنٔ ّت ٕنالٔ ِٕفشػ الله لٕعس باؽطا غًظ ٌا ٍمٛذ
ذؼا ىُٓي فهرخٚ. 
 
Artinya: “Ijma‟ adalah sesuatu hal yang diyakini 
bahwa seluruh sahabat Rasulullah Saw 
mengetahui masalah tersebut dan 
mengatakanya, serta tidak ada seorangpun di 
antara mereka yang mengingkarinya”. 
 
Dan ijma’ yang menjadi hujjah adalah ijma’ 
para sahabat Rasulullah Saw, berdasarkan: 
Pertama, Karena ijma’ para sahabat tidak 
diperselisihkan oleh siapapun, maka kesepakatan para 
sahabat tanpa ada perbedaan adalah ijma’ yang qath‟i 
dan shahih. 
Kedua, Untuk mengetahui apa yang dinginkan 
oleh Allah swt harus melalui Rasul-Nya, dan para 
sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama, 
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melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang 
keinginan Allah Swt, maka ijma’ merekalah ijma’ 
yang wajib diikuti. 
Ketiga, ijma’ yang demikian adalah ijma’ yang 
berdasarkan nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal 
tersebut karena para sahabat hidup pada masa 
Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka 
menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah 
ijma’ yang wajib diikuti, karena ijma’ tersebut dinukil 
dari Rasululah.
123
 
4. Al-Dalil 
Dasar yang keempat dari dasar-dasar istimbath 
Ibn Hazm ialah al-Dalil, sebenarnya al-Dalil tersebut 
tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah 
diungkapkan oleh al-Khatib al-Baqhdady zhahiriyah 
mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil 
itu tidak keluar dari nash, seperti dalam penerapan 
Qiyas. Sementara Ibn Hazm menetapkan bahwa apa 
yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma‟ atau dari 
nash atau ijma‟ itu sendiri, bukan diambil dengan 
jalan mempertautkannya kepada nash. al-Dalil 
menurut Ibn Hazm berbeda dengan qiyas. Qiyas pada 
dasarnya ialah mengeluarkan illat dari nash dan 
memberikan hukum nash kepada segala yang 
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padanya terdapat illat itu, sedangkan dalil adalah 
langsung diambil dari nash.
124
 
 Dalam istidlal, al-Dalil ada dua; pertama, al-
Dalil yang diambil dari nash, kedua, al-dalil yang 
diambil dari Ijma’. al-Dalil yang diambil dari nash 
terbagi menjadi tujuh macam yaitu:
125
 
1) Adanya nash yang mengandung dua premis dan 
konklusi tidak dinashkan berdasarkan salah satu 
keduanya. 
2) Dalil yang diambil dari ketetapan nash 
berdasarkan keumuman fi‟il syarat. 
3) Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa 
derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat 
yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, 
apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar 
lebih utama dari Umar dan Umar lebih Utama dari 
Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut 
adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman.
126
 
4) Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup 
pengertian seluruhnya. Jika setiap yang 
memabukkan adalah khamr, dengan demikian 
sebagian dari hal yang diharamkan adalah 
memabukkan. 
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5) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk 
menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz 
mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki 
beberapa makna yang otomatis menempel 
padanya. Pengembalian makna lain yang tidak 
terlepas makna tersebut dinamakan dengan al-
dalil. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” 
dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid 
itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat 
digunakan untuk menulis. 
6) Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, 
hukumnya adalah mubah. al-Dalil yang keenam 
ini lah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai 
Istishab yaitu lestarinya hukum ashal yang 
ditetapkan dengan nash sehingga ada dalil yang 
merubahnya.
127
 
7) Nash memiliki makna tertentu, lalu makna 
tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang 
semakna dengan lafaz. 
Sedangkan al-Dalil yang diambil dari ijma’ ada 
empat macam. Pertama, Istishab al-Hal yaitu 
berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya 
pengaruh pergantian situasi atau masa. Kedua, Aqallu 
ma qila yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara 
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kaum muslimin tentang kadar ukuranya, maka 
minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang 
diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk 
diambil sebagai sumber hukum dalam rangka 
menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang 
menetapkan. Ketiga, Ijma’ untuk meninggalkan 
pendapat tertentu. Keempat, Ijma’ atas kesamaan 
hukum yang berlaku pada kaum muslimin.
128
 
Demikian sumber-sumber hukum yang 
digunakan Ibnu Hazm dalam beristimbat, yaitu 
dengan mengambil zhahir nash al-Qur’an dan as-
Sunnah. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-
sumber tasyri’ ini, Ibnu Hazm menggunakan apa 
yang dinamakan al-Dalil sehingga beliau menolak 
qiyas. Meskipun dalam beristinbath tampak paling 
tekstualis, tetapi beliau menolak taqlid. Jika 
seseorang mengikuti pendapat para ulama’, maka ia 
harus mengetahui dalilnya, minimal mengetahui 
pendapat tersebut berdasarkan pada nash atau tidak 
dan tidak harus memahami maksudnya.
129
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 malad nalidaeK pesnoK gnatnat mzaH unbI tapadneP .B
 imagiloP
 malad lida mukuh gnatnet mzaH unbI tapadneP
 hqif ’amalu tapadnep nagned adebreb kadit imagilop
 nad rihal hakfan malad lida taubreb aynbijaw inkay aynnial
 naankamep halasam malad numaN .nitab hakfan
 anamiagabes ,tapadnep adebreb mzaH unbI aynnalidaek
 :allahuM-lA batik malad naktubesid
 
فضم ٔانؼذل تٍٛ انضٔظاخ فشع، ٔأكصش رنك فٙ لغًح انهٛانٙ ـ ٔلا ٚعٕص أٌ ٚ
فٙ لغًح انهٛانٙ ؼشج ػهٗ أيح يرضٔظح، ٔلايغهًح ػهٗ ريٛح، فاٌ ػظرّ ؼم 
نّ ْعشآَا ؼرٗ ذطٛؼّ، ٔضشتٓا تًا نى ٚإنى، ٔلاٚعشغ، ٔلاٚكغش، ٔلاٚؼفٍ ـ 
فاٌ ضشتٓا تغٛش رَة ألٛذخ يُّ. ٔلاٚعٕصنّ انًثٛد ػُذ أيرّ، ٔلاػُذ أو ٔنذِ، 
 ٔلافٙ داسغٛشِ ئلاتؼزس.
ٔانغلاو ؼشج يرضٔظح، يٍ أيح يرضٔظح، ٔلايغهًح يٍ  فهى ٚخض ػهّٛ انظلاج
ريٛح ـ ٔأيشػضٔظم يٍ خاف أٌ لا ٚؼذل أٌ ٚمرظش ػهٗ ٔاؼذج يٍ انضٔظاخ، 
 031أٔأٌ ٚمرظشػهٗ يا يهكد ًُّٚٛ.
صٔظح أخشٖ ؼشج أٔأيح  ٔئراذضٔض انشظم تكشاؼشجأٔأيح يغهًح أٔكراتٛح، ٔنّ
فؼهّٛ أٌ ٚخض انثكش تًثٛد عثغ نٛال ػُذْا، شى ٚمغى فٛؼٕد ٔلا ٚؽاعثٓا ترهك 
انغثغ، ٔلا تشٙء يُٓا فاٌ ذضٔض شٛثا ؼشج أٔأيح ٔػُذِ صٔظح أخشٖ ؼشج 
أٔأيح ـ يغهًحأٔكراتٛح ـ فهّ أٌ ٚخظٓا تًثٛد شلاز نٛال، شى ٚمغى ٔٚؼذل، ٔلا 
اد ػهٗ انصلاز ألاو ػُذ غٛشْاعٕاءعٕاء، ٔٚغمظ ٚؽاعثٓا ترهك انصلاز، فاٌ ص
ؼكًٓا فٙ انرفضٛم ٔلا ٚؽم نّ فٙ كم يا ركشَا ـ كاَد ػُذِ صٔظح غٛش ْا 
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 ،حؼًعنا جلاط ٍػ لأ ،ذعغًنا ٙف حػاًعنا جلاط ٍػ فهخرٚ ٌأ ـ ٍكٚ ىنٔأ
حؼشظٔ حٛظؼي ٙٓف مؼف ٌاف  ضخٚ ٌأ ّنصٕعٚلأ قشف لأ طاُناشئاغك ،ّٛف
ئاغَ ٍي جأشياّؼيشفاغذ ٌأت ّ .حػشمتلائ131 
 ـ عذٚ ىنٔأ ءاُثنا ٙنئ ٙػد آؼاكَ ذمؼٚ ٍٛؼ ٍي ّذأشيا ٗهػ مظشنا كفُٚٔ
حُٛغ ،ضشاَشٛغٔأ دَاكاضشاَ ـ ذًٓنا ٙفآَإٔنٔ  دَاك بأ خار ،جشٛمفٔأ دَاك
.ّنايسذل ٗهػ ـ حيأٔأ دَاكجشؼ ،اثٛشٔأاشكت ،حًٛرٚٔأ132 
 
Artinya: “Adil diantara isteri-isteri hukumnya wajib, lebih-
lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh 
adanya pengunggulan diantara para isteri 
(merdeka, budak, muslim, dzimmi) yang telah 
dinikahinya, ketika seorang istri membangkang 
maka suami boleh meninggalkannya (pisah 
ranjang) sampai dia kembali taat atau memukulnya 
(tanpa menyakiti, melukai, mematahkan tulang dan 
membusukkan daging) dan apabila terjadi 
pemukulan yang sampai melukai maka istri boleh 
menggugat suami. bagi suami tidak diperbolehkan 
menetap dirumah Salah satu dari istri-istrinya 
kecuali dalam keadaan darurat. 
 Rasulullah s.a.w. tidak memberi pengkhususan 
kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari 
dzimmiyah. Dan Allah s.w.t. memerintahkan ketika 
seorang suami merasa tidak mampu berbuat adil 
maka hendaknya mengurangi jumlah isterinya 
menjadi satu saja. 
 Dan ketika seorang laki-laki menikahi perawan 
hurrah atau amamah atau muslimah atau 
kitabiyyah sedangkan dia sudah punya isteri 
hurrah atau ammah lainnya maka isteri baru yang 
perawan tadi harus dikhususkan menginap tujuh 
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malam untuknya, kemudian barulah menggilir dan 
kembali, dan ketika menikahi janda hurrah atau 
ammah sedangkan dia sudah punya istri lain 
hurrah atau ammah maka isteri baru yang janda 
tadi dikhususkan menginap tiga malam untuknya. 
Pembagian seperti ini tidak halal dilakukan, 
karena adanya pengunggulan. 
 Dan ketika seorang suami mau bepergian tidak 
boleh memilih isteri yang mau diajak tanpa adanya 
undian terlebih dahulu. 
 Seorang suami harus memberi nafkah ketika sudah 
terjadi akad nikah, dan dalam pemberiannya tidak 
ada perbedaan antara istri yang masih kecil, 
nusyuz ataupun tidak, kaya ataupun miskin, punya 
ayah ataupun yatim, perawan ataupun janda, 
dalam pemberian nafkahnya adalah semampu 
kekuatan seorang suami. 
 
Adapun Istinbathnya adalah: 
 
الله لٕل :كنر ٌاْشت  زلاشٔ ُٗصي ءاغُنا ٍي ىكن باط اي إؽكَاف( :ٗناؼذ
 :مظٔ ضػ الله لٕلٔ .)ىكَاًٚا دكهي اي ٔا جذؼإف إنذؼذلا ٌا ىرفخ ٌاف ،عاتسٔ
 مًٛنا مك إهًٛذ لاف ،ىرطشؼ ٕنٔ ءاغُنا ٍٛت إنذؼذ ٌا إؼٛطرغذ ٍنٔ(
ٍْٔشعْأ ٍْٕظؼف ٍْصٕشَ ٌٕفاخذ ٙرنأ( :ٗناؼذ لالٔ .)ّمهؼًناك أْسزرف 
 :ٗناؼذ لالٔ .)لاٛثع ٍٓٛهػ إغثذ لاف ىكُؼطا ٌاف ٍْٕتشضأ غظاضًنا ٙف
.)صاظل خايشؽنأ( 
 ٌاًؼشناذثػ اَشثخا ٙهػ ٍت ٔشًػ اَشثخا ةٛؼش ٍت ذًؼا كٚشط ٍي ٍٚٔسٔ
 شٛشت ٍػ ظَا ٍت شضُنا ٍػ جدارل ٍػ ٙؽٚ ٍتإْ واًْ اَشثخا ٘ذٓي ٍتإْ
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هػ الله ٗهط ٙثُنا ٍػ جشٚشْ ٙتا ٍػ كَٛٓ ٍت ّن ٌاك ٍي":لال ،ىهعٔ ّٛ
."مئاي ّٛمش ذؼا حياٛمنا وٕٚ ءاظ ٖشخلاا ٗهػ اًْاذؼلا مًٛٚ ٌاذاشيا133   
 
Artinya: “Firman Allah: (kawinilah wanita-wanita yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki), 
dan firman Allah: (Dan kamu sekali-sekali tidak 
akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, 
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan 
yang lain terkatung-katung), firman Allah: 
(perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan 
nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada 
mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur 
(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah 
mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka kamu 
janganlah mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya). (Dan terhadap sesuatu yang 
dihormati, berlaku hukum qisas). 
Riwayat  dari Thariq Ahmad bin Suaib 
menceritakan kepada kami „Umar bin Ali dari 
Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam bin Yahya 
dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir bin 
Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, 
bersabda: “Barang siapa mempunyai isteri dua, 
condong (lebih sayang) satu istri daripada isteri 
lainnya, maka kelak dihari kiamat salah satu 
lembungnya condong ”  
  
Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami, bahwa 
keadilan menurut beliau adalah keadilan secara mutlak dan 
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 aratna naluggnugnep nad naadebmep aynada apnat hutu
 .nial gnay irtsi nagned irtsi utas
 
 :naksalejnem mzaH unbI tujnal hibeL
 
ٔلال اتشْٛى انُخؼٙ: لا فضم نهضٔظح انًغهًح ػهٗ انكراتٛح فٗ انمغًح. ْٕٔ 
 لٕل يانك، ٔانهٛس، ٔاتٙ ؼُٛفّ، ٔانشافؼٙ.
ٔلال يانك: يٍ كاَد نّ صٔظح ؼشج ٔصٔظح يًهٕكح فههؽشج نٛهراٌ ٔنهًًهٕكح 
ٔيغشٔق، ٔيؽًذ تٍ ػهٙ تٍ انؽغٍٛ، ٔػطاء، نٛهح. ٔسٍٔٚ رانك ػٍ ػهٙ، 
 ٔعؼٛذ تٍ ظثٛش، ٔعؼٛذ تٍ انًغٛة، ٔػصًاٌ انثرٙ، ٔانشافؼٙ.
 ٔلال يانك ٔانهٛس ٔاتٕ عهًٛاٌ: انمغًح نًٓا عٕاء.
ٔاؼرط يٍ ساٖ نهؽشج ٕٚيٍٛ ٔنلايح ٕٚيا تاَّ سٖٔ فٙ رنك ؼذٚس يشعم، 
 -سضٙ الله ػُٓى -ٔلا ٚؼشف نّ فٙ رنك يخانف يٍ انظؽاتح -ٔاَّ ػٍ ػهٙ
 ٔأَّ لٕل ظًٕٓس انغهف.
ٔيٍ ػعائة انذَٛاأٌ انؽُفٍٛٛ اانًخانفٍٛ تإْٔائٓى انفاعذج نشعٕل الله ُْٓا 
 .ٕٚظثٌٕ فٙ انمغًح نهضٔظح الأيح نٛهح، ْٔزإْانًٛم ؼما، ٔانعٕسطشاؼا
ٔلانٕا: نًا كاَد ػذجالايح ٔؼذْا َظف ػذجانؽشج ٔؼذْا ٔظة اٌ ذكٌٕ 
 ؽشج.لغًرٓا َظف لغح ان
تٓى ٚشدٌٔ انغٍُ انصاترح تأَٓا  لال أتٕ يؽًذ: انًشعم لا ؼعح نٓى فّٛ، ٔػٓذَا
صائذج ػهٗ يا فٙ انمشآٌ ٔذشكٕآُْا ػًٕو أيش الله ذؼال تانؼذل تٍٛ 
دٌٔ  انُغاءػًٕيا تخثش عالظ يشعم، يخانف نؼًٕو انمشآٌ، ٔلاؼعح فٙ أؼذ
 سعٕل الله.
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لأ ،مطاثف جذؼنا ٗهػ حًغمنا طاٛل ايأٔ طاٛمت ىٓضساؼذٔ ،مطات ّهك طاٛمنا ٌ
 إَكٚ ٌأ ةظٔ ءإع حمفُنا ٙف ارَاك اًن َّأ ْٕٔ ،ىٓعاٛل ٍي وآٚلإا ٙف مخدأ
.ءإع حًغمنا ٙف134 
 
Artinya: “Ibrahim al-Nakh’i berkata: tidak ada 
pengkhususan untuk isteri muslimah atas isteri 
kitabiyah. Pendapat ini juga didukung oleh Malik, 
al-Laits, Abi Hanifah dan al-Syafi‟i. 
Dan Malik berkata: barang siapa memiliki istri 
hurrah (merdeka) dan istri mamlukah (budak), 
maka untuk istri hurrah dua malam dan untuk istri 
mamlukah satu malam.(riwayat dari Ali, Masruq, 
Muhammad bin Ali bin Husain, atha‟, Sa‟id bin 
Jubair, Sa‟id bin al-Mutsayyib, „Usman al-Batti 
dan ai-Syafi‟i). 
Malik, al-Laits dan Abu Sulaiman berkata: giliran 
buat mereka berdua adalah sama. 
Ibnu Hazm menolak pendapat yang mengatakan 
bahwa bagian bermalam untuk istri hurrah dua 
malam dan untuk istri mamlukah satu malam, 
karena pendapat ini dari hadits mursal. 
Beliau juga mengomentari pendapat madzhab 
Hanafiyah yang mengatakan bahwa wajib 
memberikan giliran satu malam buat istri 
mamlukah, beliau heran dengan pendapat ini 
karena disini jelas adanya kecondongan yang lebih 
antara satu isteri dengan isteri yang lain, mereka 
dengan jelas berpaling dari Rasulullah s.a.w. 
Abu Muhammd (Ibnu Hazm) berkata: Hadits 
mursal tidak dapat dijadikan hujjah, saya yakin 
bahwa mereka (jumhur ulama‟) berpaling dari 
hadits tsabit, dan mereka meninggalkan keumuman 
perintah Allah s.w.t. berbuat adil diantara para 
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istri secara umum dengan hadits yang mursal, yang 
menyalahi terhadap keumuman al-Qur‟an, tidak 
ada hujjah kepada satu orang kecuali Rasulullah 
s.a.w. 
Dan adapun pengqiyasan giliran atas „iddah 
adalah bathil, karena sesungguhnya semua qiyas 
itu bathil, dan sesunnguhnya ketika dalam hal 
nafkah pembagiannya sama maka dalam hal 
giliranpun wajib sama. 
 
Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Ibnu 
hazm tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama’ yang 
mengatakan bahwa pembagian giliran bermalam diantara 
satu istri dengan istri lainnya itu berbeda yang disandarkan 
pada hadits mursal dan qiyas. Karena menurut ibnu Hazm 
hadits mursal yang mereka jadikan pegangan berbeda 
dengan maksud al-Qur’an yang mengatakan bahwa 
keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan secara umum 
kapada semua istri (nisa‟) tanpa ada perbedaan, dan 
sedangkan  penggunaan qiyas disini menurut Ibnu Hazm 
adalah batil, menurut beliau ketika dalam masalah nafkah 
pembagiannya sama maka dalam hal pembagian 
menginappun wajib sama. 
Maka dapat disimpulkan bahwa makna adil dalam 
poligami menurut Ibnu Hazm adalah berlaku sama tanpa 
ada ketimpangan antara satu istri dengan isteri yang lain, 
dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, tidak 
boleh sewenang-wenang, isteri berhak mengajukan gugatan 
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kalau seandainya terjadi kekerasan yang sampai 
melukainya. 
 
C. Metode Istinbath Ibnu Hazm tentang Keadilan dalam 
poligami 
Landasan hukum yang digunakan Ibnu Hazm 
didalam pendapatnya tentang keadilan dalam poligami 
adalah Q.S. an-Nisa’ ayat 3, 34,129 dan al-Baqarah ayat 
139: 
 ىرفخ ٌاف ،عاتسٔ زلاشٔ ُٗصي ءاغُنا ٍي ىكن باط اي إؽكَاف( :ٗناؼذ الله لال
 الله لٕلٔ .)ىكَاًٚا دكهي اي ٔا جذؼإف إنذؼذلا ٌا إؼٛطرغذ ٍنٔ( :مظٔ ضػ
 .)ّمهؼًناك أْسزرف مًٛنا مك إهًٛذ لاف ،ىرطشؼ ٕنٔ ءاغُنا ٍٛت إنذؼذ ٌا
 غظاضًنا ٙف ٍْٔشعْأ ٍْٕظؼف ٍْصٕشَ ٌٕفاخذ ٙرنأ( :ٗناؼذ لالٔ
 خايشؽنأ( :ٗناؼذ لالٔ .)لاٛثع ٍٓٛهػ إغثذ لاف ىكُؼطا ٌاف ٍْٕتشضأ
.)صاظل 
Artinya: “Firman Allah: (kawinilah wanita-wanita yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Q.S. An-Nisa‟ ayat 3) ), dan firman Allah: (Dan 
kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di 
antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin 
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 
(Q.S. An-Nisa‟ ayat 129) ), firman Allah: 
(perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan 
nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada 
mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur 
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(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah 
mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka kamu 
janganlah mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya. (Q.S. An-Nisa‟ ayat 34) ). (Dan 
terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum 
qisas. (Q.S. Albaqarah ayat 139) ). 
 
  Dan juga hadits: 
 ٌاًؼشناذثػ اَشثخا ٙهػ ٍت ٔشًػ اَشثخا ةٛؼش ٍت ذًؼا كٚشط ٍي ٍٚٔسٔ
 ٍػ جدارل ٍػ ٙؽٚ ٍتإْ واًْ اَشثخا ٘ذٓي ٍتإْ ٍػ ٍت ظَا ٍت شضُنا
 ّن ٌاك ٍي":لال ،ىهعٔ ّٛهػ الله ٗهط ٙثُنا ٍػ جشٚشْ ٙتا ٍػ كَٛٓ ٍت شٛشت
."مئاي ّٛمش ذؼا حياٛمنا وٕٚ ءاظ ٖشخلاا ٗهػ اًْاذؼلا مًٛٚ ٌاذاشيا135 
 
Artinya: “Riwayat  dari Thariq Ahmad bin Suaib 
menceritakan kepada kami „Umar bin Ali dari 
Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam bin Yahya 
dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir bin 
Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, 
bersabda: “Barang siapa mempunyai isteri dua, 
condong (lebih sayang) satu istri daripada isteri 
lainnya, maka kelak dihari kiamat salah satu 
lembungnya condong”. 
 
Dalam memahami sebuah nash, Ibnu Hazm selalu 
melihat dari sisi zhahir-nya, hal tersebut membawa kepada 
pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya 
menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya 
menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang 
menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak 
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boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal 
kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang umum 
harus diambil umumnya karena itulah yang zhahir, kecuali 
ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan 
yang zhahir. Ibnu Hazm juga memasukkan makna majazi 
sebagai makna zhahir nash jika sudah terkenal 
pemakainnya atau ada qarinah yang menegaskannya.
136
 
Semua yang ada dalam al-Qur’an secara jelas telah 
diterangkan oleh al-Qur’an itu sendiri atau oleh keterangan 
Nabi SAW, kecuali dua hal yaitu fawatih al-suwar dan 
sunnah-sunnah Allah dalam al-Qur’an. Oleh karena itu 
sangat ditekankan bagi mujtahid untuk memahami kaidah-
kaidah kebahasaan secara mendalam dan mengetahui 
hadits-hadits yang sahih dalam menetapkan suatu hukum 
yang terkandung dalam al-Qur’an. 
Dalam memahami al-Qur’an Ibn Hazm menekankan 
adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui oleh 
mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur’an. Oleh 
karena itu ia sangat memperhatikan adannya istimbath, 
takhshis, taukid dan nasikh mansukh. 
Ia menyebut hal itu sebagai bayan, seperti yang 
dikatakannya : 
.ٌاٛثنا عإَا ٍي ٌاػَٕ ءاُصرعلإأ ضٛظخرنا ٌا137 
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Artinya : ”Sesungguhnya takhsis dan istitsna adalah dua 
macam dari macam bayan.” 
 
Sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-sunnah 
adalah ia menjadikan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an 
al-Karim karena ia Sebagai penyempurna. Ibnu Hazm 
menegaskan bahwa al-Qur’an dan hadits yang sahih kedua-
duanya saling menguatkan, keduanya dipandang satu 
kesatuan yang berasal dari Allah swt, keduanya Sebagai 
jalan yang menyampaikan kita kepada syari’at Allah swt. 
Lebih lanjut Ibnu Hazm menetapkan bahwa yang 
menjadi hujjah yang nyata hanyalah ucapan Nabi Saw, 
karena Nabi diperintahkan Allah SWT untuk 
menyampaikan aturan-aturan Allah swt, maka penyampaian 
itu dilakukan dengan ucapan. Sedangkan perbuatan Nabi 
hanya Sebagai uswatun hasanah bukan wajib, dan taqrir 
Nabi Sebagai ibahah. Perbuatan-perbuatan Nabi tidak 
menunjukan wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan 
atau qarinah yang menunjukan kepada wajib, atau 
perbuatan tersebut Sebagai pelaksanaan dari perintah. 
Dengan demikian karena al-Sunnah diletakkan sejajar 
dengan al-Qur’an maka Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, 
yaitu: pertama, al-Sunnah dapat mentakhsis al-Qur’an. 
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Kedua, Takhsis dipandang bayan karena al-Sunnah adalah 
bayan al-Qur’an.138 
Dari uraian Ibnu Hazm di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ia memandang al-Sunnah sebagai hujjah 
yang ketetapannya diambil dari al-Qur’an dan memandang 
kedudukan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai jalan yang 
menyampaikan umat manusia ke syari’at Islam adalah satu, 
karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia 
menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai satu 
sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya 
mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan 
hukum, meskipun cabang yang pertama merupakan pokok 
dari cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, 
jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan 
yang sama dengan cabang yang pertama dalam menetapkan 
hukum syara’. 
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BAB IV 
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM 
TENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI 
 
A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Konsep Adil 
dalam Poligami  
Al-Qur‟an tidak secara tiba-tiba turun untuk 
mengafirmasi perlunya poligami. Pernyataan Islam atas 
praktik poligami, dilakukan dalam rangka mengeliminasi 
praktik ini, selangkah demi selangkah. Dua cara dilakukan 
al-Qur‟an untuk merespon praktik ini, mengurangi 
jumlahnya dan memberikan catatan-catatan penting secara 
kritis, transformatif dan mengarahkannya pada penegakan 
keadilan. 
Sebagaimana diketahui dalam bab II, sebelum Islam 
laki-laki dipandang sah saja untuk mengambil istri 
sebanyak yang dikehendaki, tanpa batas. Laki-laki juga 
dianggap wajar saja memperlakukan kaum perempuan 
sesuka hatinya. Logika mainstream saat itu memandang 
poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki 
sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum, dan 
bukan perilaku yang salah dari sisi kemanusiaan. Bahkan 
untuk sebagian komunitas, poligami merupakan 
kebanggaan tersendiri. Kehormatan dan kewibawaan 
seseorang atau suatu komunitas seringkali dilihat dari 
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seberapa banyak dia mempunyai istri, budak atau selir. Dan 
kaum perempuan menerima kenyataan itu tanpa bisa 
berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya melawan realitas 
yang sejatinya merugikan dirinya itu. 
Boleh jadi, karena keadaan yang lumrah dan 
mentradisi ini, mereka sendiri seperti tidak menganggapnya 
sebagai hal yang merugikan dirinya, tetapi mungkin 
menguntungkan, ketidakadilan menjadi tak terpikirkan lagi. 
Al-Qur‟an kemudian turun untuk mengkritik dan 
memprotes keadaan tersebut dengan cara meminimalisasi 
jumlah yang tak terbatas itu sehingga menjadi dibatasi 
hanya empat orang saja di satu sisi, dan menuntut perlakuan 
yang adil terhadap para istri, pada sisi yang lain. 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang 
menyatakan bahwa keadilan merupakan ajaran sentral 
dalam Islam dan bersifat universal, maka penegakan 
keadilan adalah sesuatu yang asasi sebagai perwujudan misi 
utama Islam rahmatan li al-„alamin. Penegakan keadilan 
harus dilakukan dalam berbagai aspek baik dalam urusan 
umum maupun kehidupan keluarga, termasuk dalam 
persoalan poligami. Pentingnya penegakan keadilan banyak 
sekali diperintahkan dalam al-Qur‟an dalam berbagai 
suratnya. Di antara alasan mendasar penegakan keadilan 
dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Sebagaimana 
93 
 
termaktub dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 dan surat an-Nisa 
ayat 58 sebagai berikut: 
                     
                      
 
Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujurat: 
13)
139
 
 
 .....             .......     
 
Artinya: “… dan apabila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil… (Q.S. an-Nisa : 58).140 
 
Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan 
manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara 
manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di 
antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat 
menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi. 
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Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah 
menetapkan hukum dengan adil di antara manusia secara 
kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial tertentu 
dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang 
memiliki kekuasaan atau kewenangan mengurus atau 
memimpin orang lain, seperti suami terhadap isterinya 
dalam pemberian nafqah terutama jika isteri lebih dari satu, 
orang tua terhadap anak-anaknya.
141
 
Menurut al-Isfahani, secara potensial keadilan 
menunjukkan prilaku moral pada diri manusia dimana dia 
berusaha mencapai persamaan, sedangkan secara aktual 
keadilan berarti bahwa persamaan tersebut tergantung 
kepada kebenaran.
142
 
Penegakan keadilan juga ditekankan oleh Ibnu Hazm 
dalam praktik poligami. Menurutnya keadilan dalam 
poligami merupakan sebuah syarat utama yang harus 
dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan 
poligami. Adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm 
sebagaimana yang ditulis dalam kitabnya  Al-Muhalla  yang 
sudah dijelaskan oleh penulis dalam bab III, bahwa syarat 
utama yang ditentukan oleh Ibnu Hazm untuk poligami 
ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, 
bahwa dia sanggup berlaku adil (sama) terhadap semua 
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isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya, 
tempat tidur maupun nafkahnya. Sebagaimana termaktub 
dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 3. 
Bilamana sanggup melakukan poligami, maka 
seorang suami harus dapat berbuat adil (sama) . Terutama 
dalam pembagian (giliran) harus ada pembagian yang rata, 
terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud 
ketidakadilan, hal tersebut menyalahi tatanan al-Qur‟an 
serta mempunyai akibat buruk. Dan pabila hendak 
bepergian, hendaklah mengadakan undian sebelumnya 
untuk menentukan siapa yang berhak untuk menemani 
dalam bepergiannya. 
Ibnu Hazm juga menambahkan aspek keadilan yang 
diperintahkan al-Qur‟an untuk ditegakkan adalah 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan 
terhadap perempuan meliputi kekerasan psikis dan 
psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah 
ayat 139 dan Q.S. an-Nisa‟ ayat 34. Perlakuan yang tidak 
adil dalam bidang immateri (batin) dalam poligami tentu 
saja menyalahi perintah ini, karena keadilan juga harus 
ditegakkan dalam aspek psikis dan psikologis istri yang 
dipoligami. Dan istri boleh menggugat suami ketika 
memang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. 
Pada bab II telah jelas bahwa mayoritas Mufassir 
mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam 
96 
 
al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 3 adalah keadilan yang 
bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan 
kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran 
menginap). sedangkan ayat 129 merupakan peringatan 
Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat 
kualitatif. 
Abdurrahman al Jazairi dalam kitab al Fiqh `ala 
Mazahib al Arba`ah. Dia menyatakan bahwa 
mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih 
sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah 
kewajiban bagi orang yang berpoligami; karena sebagai 
manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam 
membagi kasih sayang.
143
 
Firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat 129 
berbunyi “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 
adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin 
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu 
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”. 
Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif), 
oleh karenanya lepas dari kontrol akal keadilan manusia. 
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Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman 
Allah surat an-Nisa' ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh 
klasik (Imam Syafi‟i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini 
ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat 
adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk 
itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan 
seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus 
dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. 
Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk 
menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, 
sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk 
mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan 
tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-
ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang 
mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) 
sebagai anjuran.
144
 
Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha 
klasik dalam masalah poligami adalah teknis dalam 
perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu 
bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam 
hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal 
pembagian (giliran) terhadap para isteri sebagai berikut :
145
 
                                                          
144
 Ali Imron, Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan, Jurnal Ilmiah Ilmu 
Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, hlm. 10 
145
 Mustafa Diibul Bihga, Fiqh Syafi‟i, (Tarj.) Adlchiyah Sunarto dan Multazam, Fiqh 
Syaf'i‟i, Semarang: Pustaka Pelajar, 1984, hlm. 383-386 
98 
 
a. Jumhur ulama‟ sepakat bahwa membagi giliran 
menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri 
muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua 
bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang 
budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam 
dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda 
pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun 
budak bagiannya sama.
146
 
Dalam mengadakan pembagian, wajib 
memperhatikan hal sebagai berikut : Pertama, 
Tempat, Seorang suami tidak boleh mengumpulkan 2 
orang isteri dalam satu rumah (tempat) satu waktu 
(walau hanya satu malam) tanpa izin keduanya. Sebab 
hal tersebut akan membawa pertengkaran dan 
ketidakbaikan. Kedua, adalah Waktu, dasar 
pembagian adalah satu malam diikuti satu hari. Sebab 
Allah menjadikan malam untuk istirahat dan siang 
untuk bekerja (mencari rizki). Sedang orang yang 
bekerja di malam hari, dasar pembagiannya di mulai 
dari siang diikuti malam. bahkan tidak diperbolehkan 
masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa 
ada keperluan.
147
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b. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di 
antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang 
mendapatkan undian. 
c. Jumhur ulama‟ sepakat bahwa bila kawin dengan 
isteri yang baru, maka harus mengkhususkan 
bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut 
masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam 
Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak 
ada jatah lebih buat istri baru
148
  
d. Bila mengkhawatirkan isteri nusyuz (membangkang) 
maka ia harus menasehatinya. Bila masih 
membangkang maka hendaknya berpisah tempat 
tidur, dan apabila masih membangkang juga maka 
diperbolehkan memukul. 
Adapun pembagian nafkah seperti  makan, minum, 
pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting 
sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin), 
ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh 
baginya memberikan lebih kepada istri yang dia sukai. 
Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang 
akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan 
menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh 
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dilakukan.
149
 Dalam hal nafkah ini istri yang nusyuz dan 
istri yang budak tidak wajib mendapatkannya.
150
 
Pembagian di atas, yang merupakan keadilan menurut 
jumhur ulama‟ dikomentari oleh Ibnu Hazm dengan 
mengatakan:
151
 
“Tidak boleh adanya pengunggulan diantara para 
isteri (merdeka, budak, muslim, dzimmi) yang telah 
dinikahinya, ketika seorang istri membangkang maka 
suami boleh meninggalkannya (pisah ranjang) sampai 
dia kembali taat atau memukulnya (tanpa menyakiti, 
melukai, mematahkan tulang dan membusukkan 
daging) dan apabila terjadi pemukulan yang sampai 
melukai maka istri boleh menggugat suami. Isteri 
baru yang perawan ataupun yang janda pembagian 
gilirannya sama dengan isteri-isteri yang sebelumnya. 
Dan ketika seorang suami mau bepergian tidak boleh 
memilih isteri yang mau diajak tanpa adanya undian 
terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan antara istri yang 
masih kecil, nusyuz ataupun tidak, kaya ataupun 
miskin, punya ayah ataupun yatim, perawan ataupun 
janda, dalam pemberian nafkahnya adalah semampu 
kekuatan seorang suami”. 
 
Dengan dalil yang diambilnya dari hadits  riwayat  
dari Thariq Ahmad bin Suaib menceritakan kepada kami 
„Umar bin Ali dari Abdurrahman bin Mahdi dari Hammam 
bin Yahya dari Qatadah dari Nadlar bin Anas dari Basyir 
bin Nuhaik dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, 
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bersabda: “Barang siapa mempunyai isteri dua, condong 
(lebih sayang) satu istri daripada isteri lainnya, maka kelak 
dihari kiamat salah satu lembungnya (pinggangnya) 
condong (bungkuk)”.152 Menurut beliau dari hadits ini jelas 
bahwa Rasulullah s.a.w. tidak memberi pengkhususan 
kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari 
dzimmiyah. 
Ibnu Hazm juga menolak pendapat yang mengatakan 
bahwa bagian bermalam untuk istri hurrah dua malam dan 
untuk istri mamlukah satu malam, menurut beliau pendapat 
ini didasarkan pada hadits mursal. Hadits mursal tidak 
dapat dijadikan hujjah, beliau yakin bahwa mereka (jumhur 
ulama‟) berpaling dari hadits tsabit, dengan meninggalkan 
keumuman perintah Allah s.w.t. berbuat adil diantara para 
istri secara umum dengan hadits yang mursal, yang 
menyalahi terhadap keumuman al-Qur‟an.153 
Beliau juga mengomentari pendapat madzhab 
Hanafiyah yang mengatakan bahwa wajib memberikan 
giliran satu malam buat istri mamlukah, beliau heran 
dengan pendapat ini karena disini jelas adanya 
kecondongan yang lebih antara satu isteri dengan isteri 
yang lain, mereka dengan jelas berpaling dari Rasulullah 
s.a.w.
154
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Ibnu Hazm juga tidak setuju dengan pengqiyasan 
giliran atas „iddah, karena sesungguhnya semua qiyas itu 
bathil. Menurut beliau ketika dalam hal nafkah 
pembagiannya sama maka dalam hal giliranpun wajib 
sama.
155
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa jumhur 
ulama‟ (Fuqaha ataupun Mufassir) termasuk juga Ibnu 
Hazm sepakat bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) 
dengan syarat dibatasi sampai empat itu diperbolehkan, 
asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil 
kepada semua isterinya, tetapi yang menjadikan berbeda 
dalam pendapat Ibnu Hazm adalah tidak adanya pembedaan 
antara satu iteri dengan isteri yang lainnya dalam hal 
pemberian nafkah dan giliran bermalam. Di sini jelas 
bahwa mereka memaknai adil dengan makna kuantitatif.  
Konsep keadilan yang dinyatakan Ibnu Hazm akan 
lebih ideal lagi jika seperti yang tercantum dalam al-
Qur‟an, sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah 
keadilan yang hakiki, dimana seseorang memiliki hak yang 
sama atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan 
bebas dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-benarnya 
keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, 
yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas 
paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang 
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merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan 
keadilan ini tidak terkecuali pada poligami. Syarat keadilan 
yang dimaksud dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 3 
adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 
Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa‟ ayat 129 
justru merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya 
nilai keadilan yang bersifat kualitatif. 
Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam 
menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan 
mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta 
melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur‟an juga 
menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang 
oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. 
Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa 
karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. 
Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8.
156
 
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm 
Fiqh adalah penafsiran secara kultural terhadap ayat-
ayat al-Qur'an, fiqh sendiri yang bersifat universal, 
permanen, elastis dan lokal. Kultural terhadap syari'ah yang 
telah dikembangkan pada masa ulama‟-ulama‟ fiqh, 
diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan 
Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, yang dikenal 
sebagai imam madzhhab. 
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Hukum yang ada dalam al-Qur'an bersifat umum 
(kulli), tidak membicarakan soal-soal yang kecil (juz'i), 
artinya tidak satu persoalan yang dibicarakan. Karena itu, 
al-Qur'an memerlukan penjelasan. Mekipun demikian 
dengan serba singkat, al-Qur'an sudah melengkapi semua 
persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akherat. 
Pemikiran Ibnu Hazm tidak bisa dilepaskan dari 
metode istinbath yang ia gunakan, sebab segala bentuk 
pemikiran dan gagasannya lahir dari proses istinbath 
dengan metode tertentu. Ibnu Hazm dalam menetapkan 
hukum mendasarkan pada: al-Qur‟an, as-Sunnah, dan 
Ijma‟. Dalam memahami al-Qur‟an dan as-Sunnah, beliau 
mengambil arti secara tekstual, apabila tidak ditemukannya 
dalil dari sumber-sumber tasyri‟ yang tiga ini, Ibn Hazm 
mempergunakan apa yang dinamakan dalil,
157
 yang 
merupakan general interpretation dari ketiga dasar hukum 
tersebut. 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan Ibnu Hazm 
untuk kemudian memperoleh gagasan atau pemikiran 
pokok terhadap konsep keadilan dalam poligami tersebut 
adalah al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 3, 34,129 dan al-
Baqarah ayat 139:
158
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 ىرفخ ٌاف ،عاترو زلاثو ًُثي ءاسُنا ٍي ىكن باط اي اىحكَاف( :ًناؼذ الله لاق
 اىؼُطرسذ ٍنو( :مجو شػ الله لىقو .)ىكَاًَا دكهي اي وا جذحاىف اىنذؼذلا ٌا
 .)هقهؼًناك اهورذرف مًُنا مك اىهًُذ لاف ،ىرصزح ىنو ءاسُنا ٍُت اىنذؼذ ٌا
ظؼف ٍهسىشَ ٌىفاخذ ٍرناو( :ًناؼذ لاقو غجاضًنا ٍف ٍهوزجهاو ٍهى
 خايزحناو( :ًناؼذ لاقو .)لاُثس ٍهُهػ اىغثذ لاف ىكُؼطا ٌاف ٍهىتزضاو
.)صاصق 
 
Artinya: “Firman Allah: (kawinilah wanita-wanita yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 
Q.S. An-Nisa‟ ayat 3) ), dan firman Allah: (Dan 
kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di 
antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin 
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 
(Q.S. An-Nisa‟ ayat 129) ), firman Allah: 
(perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan 
nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada 
mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur 
(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah 
mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka kamu 
janganlah mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya. (Q.S. An-Nisa‟ ayat 34) ). (Dan 
terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum 
qisas. (Q.S. Albaqarah ayat 139) ). 
 
Dan juga hadits: 
 ٌاًحزناذثػ اَزثخا ٍهػ ٍت وزًػ اَزثخا ةُؼش ٍت ذًحا قَزط ٍي ٍَورو
 ٍػ ٍت سَا ٍت زضُنا ٍػ جدارق ٍػ ٍحَ ٍتاىه واًه اَزثخا ٌذهي ٍتاىه
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 هن ٌاك ٍي":لاق ،ىهسو هُهػ الله ًهص ٍثُنا ٍػ جزَزه ٍتا ٍػ كُهَ ٍت زُشت
قنا وىَ ءاج يزخلاا ًهػ اًهاذحلا مًَُ ٌاذازيا."مئاي هُقش ذحا حياُ159 
 
Artinya: “Riwayat  dari Ahmad bin Suaib menceritakan 
kepada kami „Umar bin Ali dari Abdurrahman bin 
Mahdi dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari 
Nadlar bin Anas dari Basyir bin Nuhaik dari Abi 
Hurairah dari Rasulullah SAW, bersabda: 
“Barang siapa mempunyai isteri dua, condong 
(lebih sayang) satu istri daripada isteri lainnya, 
maka kelak dihari kiamat salah satu lembungnya 
condong”. 
 
Sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-sunnah 
adalah ia menjadikan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur‟an 
al-Karim karena ia Sebagai penyempurna. Ibnu Hazm 
menegaskan bahwa al-Qur‟an dan hadits yang sahih kedua-
duanya saling menguatkan, keduanya dipandang satu 
kesatuan yang berasal dari Allah swt, keduanya Sebagai 
jalan yang menyampaikan kita kepada syari‟at Allah swt. 
Lebih lanjut Ibnu Hazm menetapkan bahwa yang 
menjadi hujjah yang nyata hanyalah ucapan Nabi Saw, 
karena Nabi diperintahkan Allah SWT untuk 
menyampaikan aturan-aturan Allah swt, maka penyampaian 
itu dilakukan dengan ucapan. Sedangkan perbuatan Nabi 
hanya Sebagai uswatun hasanah bukan wajib, dan taqrir 
Nabi Sebagai ibahah. Perbuatan-perbuatan Nabi tidak 
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menunjukan wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan 
atau qarinah yang menunjukan kepada wajib, atau 
perbuatan tersebut Sebagai pelaksanaan dari perintah. 
Dengan demikian karena al-Sunnah diletakkan sejajar 
dengan al-Qur‟an maka Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, 
yaitu: pertama, al-Sunnah dapat mentakhsis al-Qur‟an. 
Kedua, Takhsis dipandang bayan karena al-Sunnah adalah 
bayan al-Qur‟an.160 
Dari uraian Ibnu Hazm di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ia memandang al-Sunnah sebagai hujjah 
yang ketetapannya diambil dari al-Qur‟an dan memandang 
kedudukan al-Qur‟an dan al-Sunnah sebagai jalan yang 
menyampaikan umat manusia ke syari‟at Islam adalah satu, 
karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia 
menetapkan bahwa syari‟at Islam hanya mempunyai satu 
sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya 
mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan 
hukum, meskipun cabang yang pertama merupakan pokok 
dari cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, 
jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan 
yang sama dengan cabang yang pertama dalam menetapkan 
hukum syara‟. 
Dari sini, terlihat bahwa Ibn Hazm adalah mujtahid 
mutlaq (ulama yang mampu merumuskan kaidah-kaidah 
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istinbath). Ia bukan pengikut Daud al-Zhahiry, dan tidak 
dapat dikatakan bahwa Ibn Hazm seorang mujtahid 
muntasib atau mujtahid fil madzhab (adalah ulama‟ yang 
tidak sanggup merumuskan kaidah-kaidah istinbath untuk 
menggali hukum, sehingga apabila mereka hendak 
menggali hukum, maka mereka wajib bermadzhab, dalam 
arti mereka wajib berpegang pada kaidah-kaidah istinbath 
yang dianut oleh imamnya). Hanya kebetulan manhaj yang 
ditempuh oleh Ibn Hazm sesuai dengan manhaj Daud al-
Zhahiry dalam garis besarnya.
161
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Jumhur ulama’ (Fuqaha ataupun Mufassir) termasuk 
juga Ibnu Hazm sepakat bahwa beristeri lebih dari satu 
(poligami) dengan syarat dibatasi sampai empat itu 
diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya 
dapat berbuat adil kepada semua isterinya, tetapi yang 
menjadikan berbeda dalam pendapat Ibnu Hazm adalah 
tidak adanya pembedaan antara satu iteri dengan isteri 
yang lainnya dalam hal pemberian nafkah dan giliran 
bermalam. 
Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hazm, akan tetapi 
menurut penulis, akan lebih ideal lagi jika konsep 
keadilannya seperti yang tercantum dalam al-Qur’an, 
sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah keadilan 
yang hakiki, dimana seseorang memiliki hak yang sama 
atas kebebasan, yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas 
dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-benarnya 
keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, 
yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas 
paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang 
merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. 
Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami. 
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Menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam 
al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan yang 
bersifat kualitatif dan kuantitatif. Apabila diperhatikan 
secara cermat, surat an-Nisa’ ayat 129 justru merupakan 
peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan 
yang bersifat kualitatif. 
2. Manhaj pokok dalam menetapkan hukum (istidlal) Ibn 
Hazm didasarkan pada (1) al-Qur’an, (2) as-Sunnah, 
yang kedua-duanya diambil makna zhahirnya, (3) ijma’ 
sahabat atau induksi limitatif terbatas pada generasi yang 
diyakini kebenarannya, dan (4) dalil yang merupakan 
pemahaman terhadap hakikat kedua dasar tersebut di 
dalam menjawab persoalan kemanusiaan yang dihadapi. 
Akan tetapi khusus dalam masalah keadilan poligami ini 
Ibnu Hazm menggunakan al-Qur’an dan hadits sebagai 
dalil penetapan hukumnya, beliau memandang al-
Sunnah sebagai hujjah yang ketetapannya diambil dari 
al-Qur’an dan memandang kedudukan al-Qur’an dan al-
Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia 
ke syari’at Islam adalah satu, karena keduanya 
merupakan wahyu Allah swt. Ia menetapkan bahwa 
syari’at Islam hanya mempunyai satu sumber yang 
mempunyai dua cabang, yang keduanya mempunyai 
kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, 
meskipun cabang yang pertama merupakan pokok dari 
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cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, 
jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai 
kekuatan yang sama dengan cabang yang pertama dalam 
menetapkan hukum syara’. 
B. SARAN 
1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami 
hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami 
yang terjadi di zaman rasul dilakukan atas dasar 
memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda 
yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah 
motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah 
tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang 
harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami. Dan 
juga berfikir apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat 
adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami 
sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 3. 
Ketika terjadi ketidkadilan sedikit saja, maka hal 
tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana 
telah dijelaskan pada Bab II.  
2. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap 
sabar dengan memberikan pengertian kepada suami 
bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan 
begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela 
padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksesuaian antara 
perkataan dan keyakinan dalam hati serta 
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ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lama-lama akan 
menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki 
dampak yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun 
keluarga. 
C. PENUTUP 
Akhirnya, dengan seraya mengucapkan puji syukur 
Alhamdulillah ke hadirat Illahi Rabbi karena dengan taufiq, 
hidayah, dan inayah serta kekuatan-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari 
jenjang pendidikan strata 1. Terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
menyelesaikan skripsi ini terutama Bapak dan Ibu yang 
telah memberi bantuan moral dan materiil bagi penulis, dan 
tentunya buat Isteri dan Anak tercinta serta semua keluarga, 
bapak pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis 
sebutkan. 
Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih 
terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari 
kesempurnaan. Mengakhiri pembahasan ini, penulis hanya 
berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat 
kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca 
pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan 
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selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. 
Terima kasih. 
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